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.M‘ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PERATURAN DIREKSI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
NOMOR 65 TAHUMN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATA KELCLA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23
ayat {1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata
Kelala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menyusun
pedoman tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan;

b. bahwa daiam rangka mencapai Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan yang sehat, perlu adanya penerapan prinsipg-
prinsip tata kelola yang baik {Good Governance) di lingkungan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan secara
manyealuruh dan konsisten,

. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf @ dan b, perlu menatapkan Pedoman Tata Kelola Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Peraturan
Diraksi,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Momor 4455,
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2071 Momor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonasia Nomor 5256),
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Menetapkan

3.  Peraturan Presiden Momor 25 Tahun 2020 tenlang Tata Kelola
Badan Panyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 38},

MEMUTUSKAN
PERATURAN DIREKS| TENTANG PEDOMAMN TATA KELOLA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Pasal 1

(1) Pedoman Tala Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan berujuan sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh
Organ, kelengkapan Organ dan Duta Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan dalam menerapkan praktik tata kelola Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

(2] Pedoman Tata Kelela Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang menupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Direksi ini

Pasal 2
Setap organ, kelengkapan organ dan Duta Badan Penyelenggara Jaminan
=osial Kesehatan agar senantiasa memahami dan mengimplementasikan
prinsip-prinsip tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
dalam setiap proses kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan, baik di internal maupun eksternal Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 3

Pada saat Peraturan Dirgks: mi mulai berlaku, Peraturan Direksi Nomor
128 Tahun 2014 tenfang Pedoman Tata Kelala Yang Bak (Good
Governance} Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesghatan Tahun 2014 Nomer 504}
sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Direksi Momor 33 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi Momor 128 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governmance) Badan
Panyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Badan
Panyalenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016 Momor 55) dicabut
dan dinyatakan tidak barlaku




Fasal 4
Peraturan Direksi ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap Duta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
mengetahuinya, memerintankan pengumuman Peraturan Direksl ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan,

Ditetapkan di Jakarta
Pada fanggal 23 November 2020

DIREKTUR UTAMA,

BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOQEIAL KESEHATAMN,

ttd
FACHMI IDRIS

LEMBARAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2020
NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN

PERATURAN DIREKSI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN S0O5IAL KESEHATAN
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

LEMBAR PENGESAHAN PEDOMAN TATA KELOLA
BADAMN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Jakaria, MNovember 2030
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l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Sistam Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia dikelola
oleh negara dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. BPJS Kesehatan,
sebagal badan hukum publik dan berdanggung jawab kepada Presiden, mendapal
mandat untuk manyekenggarakan program Jaminan Kesehatan yang pendanaannya
barasal dar pangumpulan iuran kontribusi para Peseria. Dalam rangka memastikan
keberlangsungan sistem Jaminan Kesshatan dan efektivitas pembenan manfasat
program Jaminan Kesahatan kepada Pesena, penerima manfaat serta pemangku
kepentingan lain yang terkait, BPJS Kesehatan wajib menerapkan tata keiola yang
baik secara konsislen dan berkelanjutan dalam setiap kegiatan baik operasional
maupun non-oparasional pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, dengan
mamperhatikan ketentuan dan norma yvang berlaku.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditetapkan pada Tahun 2020, BPJS
Kesehatan melakukan pengkinian Pedoman Tata Kelola yang Baik sebagai acuan
bagi seluruh Organ, kelengkapan organ. dan Pegawai BPJS Kesehatan dalam
menjalankan aktivitas di seluruh lingkungan organisasi serta mendukung
kesinambungan program Jaminan Kesehatan,

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

b. Undang-Undang Momor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Masional

¢ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaks:
Elektronik

d.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

e Undang-Undang Momor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik

f.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial

g. Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

2. Peraturan Pemerintah

a. Peraluran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas:
Pubiik

b. Peraturan Pemerintah Momar 86 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik

c. Peraturan Pemerintah Momor BE Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanks! Administratif Bag Anggota Dewan Pengawas dan
Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Padoman Tata Kelala BPJS Kesehalsn | Halaman 1




d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penanima Bantuan
luran Jaminan Kesehatan

e. Peraturan Pemerintah Momor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Momor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Presiden

a. Peraturan Presiden MNomor 76 Tahun 2013 tentang Pengeloiaan
Fengaduan Pelayanan Publik

b. Peraturan Presiden MNomeor 1089 Tahun 2013 ftentang Penahapan
Kepesertaan Program Jaminan Sosial

¢ Peraturan Presiden Momor 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan lsl
Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

d. Peraturan Presiden Momor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan
Fenyelenggara Jaminan Sosial

€. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Kementarian Teknis

b.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 20186
tentang Perindungan Data Prbadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Kesehatan Momor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program JKN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Momor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesshatan Fada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesshatan Momor 4 tahun 2017 fentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Kesahatan

Peraturan Menteri Kesehatan R4 MNomer 16 Tahun 2015 tentang
Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan
Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan

Peraturan Lembaga Negara Terkait

a

Peraturan Oforitas Jasa Keuangan MNomor 5 Tahun 2013 tentang
Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dleh Otoritas Jasa
Keuangan

Keputusan Dewan Jaminan Sosial Masional Nomor D2DJSMIX2014
tentang Pedoman Monitorning dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan
Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional Terhadap
Badan Penyelanggara Jaminan Sosial dalam Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial

Pedoman Tala Kelola BPJS Kesshatan | Halsman 2




d.  Peraturan toritas Jasa Keuangan Momor S8/POJK.DSRZO1T tentang
Perubahan Kadua atas Peraturan Oiforitas Jasa Keuangan MNomor
1POJK 05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Megara Bagl Lembaga
Jasa Keuangan Non-Bank

&, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Momor /Seojk 0572018 tentang
Bentuk Dan Susunan Laporan Akiuars Tahunan Badan Penvelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

{.  Peraturan Dewan Jaminan Sosial Masional Momor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pemerksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Anggota Dewan
Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

g. Peraturan Dewan Jaminan Scsial Masional Momar 1 Tahun 2020 tentang
Penestapan dan Penilaian Indikator Pencapaian Kinerja Badan
Penyelanggara Jaminan Sosial

C. Terminologi

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJ3) Kesehatan adalah badan hukum
publik yang dibentuk unfuk menyelenggarakan program Jaminan Kesshatan
Mazional

2. Benturan Kepentingan adalah keadaan konflik antara kepentingan ekonomis
organisasi dan kepentingan ekonomis pribadi Pegawai BPJS Kesshatan,

3. Budaya Organisasi adalah perilaku yang malekat dalam perilaku kerja individu
dalam organisasi,

4, Delegas/ adalah pelimpahan Kewenangan dar Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tnggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan fanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi,

5 Dewan Jaminan Sosial Masional adalah dewan yang berfungsi untuk
membantu Prasiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi
penyelenggaraan Sistern Jaminan Sosial Nasional.

6. Dewan Pengawas adalah crgan BPJS Kesehatan yang berfugas melakukan
pengawasan atas pelaksanaan pengurugsan BPJS Kesehatan oleh Direksl dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam panyelenggaraan program Jaminan
Sosial.

7. Direksi adalah organ BPJS Kesehatan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan BPJS Kesshatan uniuk kepentingan BPJS
Kesehatan, sesuai dengan asas, fujuan, dan prinsip BPJE Kesehatan, serta
mewakili BPJS Kesehatan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Fedoman Tata Kelola BPJS Kesehatan | Halaman 3
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Gratifikasi adalah pemberan uang, barang, rabal (discounf), komisl, pinjaman
tanpa bunga, tiket peralanan, fasiltas penginapan, peralanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam
neger maupun di luar neger dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elekironik.

Informas: Publik adalah infermasi yvang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikinm,
dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyalenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya.

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sasial untuk meanjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

Kesekretariatan Badan adalah organ yang bertanggung jawab kepada Direksi
yang memiliki fungsi komunikasi dengan pemangku kepentingan organisasi,
serta menjamin ketersediaan informasi yang dapat diakses olah pemangku
kepentingan sasuai dengan peraturan yang beriaku.

Eesekretariatan Dewan Pengawasz adalah organ yang beranggungjawab
kepada Dewan Pengawas terkait pelaksanaan pendukung pengawasan dan
bertanggungjawab kepada Direktur Utama terkail pengelolaan anggaran dan
sumber daya manusia yang meamiliki fungsi administrasi ketersadiaan anggaran
dan pendukung pelaporan pengawasan Dewan Pengawas, serta manjamin
ketersediaan fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas,

Kode Etik Organsasl adalah aturan tertulis tentang perilaku yang disusun
secara sistematis berdasarkan prinsip moral dan tata nilal erganisasi yang
wajib ditaati oleh organ, kelengkapan organ, dan pegawai BPJS Kesehatan
dalam menjalankan fungsi, tugas, dan weawenangnya.

Kode Efik Pengawasan adalah Kode Etik Pengawasan adalah suatu sistem
norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis menyatakan apa yang
seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan bagl anggota
Dewan Pengawas BPJS Kesehalan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
weweanangnya di bidang pengawasan

Kede Etik Pengelolaan adalah norma, nilai dan aturan profesional tertuls yang
wajib ditaati oleh Direksi BPJS Kesehatan sebagal pedoman tingkah laku
dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan program Jaminan Kesshatan,
menyatakan apa yang banar dan baik, zena apa yang tidak benar dan tidak baik
kagi profesional dalam menjalankan kewenangan dan fanggung jawabnya, baik
sacara pribadi maupun sebagai bentuk perwakilan dan organisasi
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Korupsi adalah perbuatan yang mencakup melawan hukum, memperkaya diri
sendiri, diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/ perekonomian negara;
menyalahgunakan kewenangan karena |abatan/ kedudukan yang dapat
merugikan keuangan/kedudukan Yang dapat mierugikan
keuangan/perekonomian negara, kelompok delik penyuapan; kelompok delik
penggelapan dalam |abatan; delik pemerasan dalam jabatan; delik yang
berkaitan dengan pemborongan; dan dalik gratifikasi.

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dan Badan danfatau Pejabat
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada
pada pambern mandat.

Mitra Kerja adalah perorangan, badan usaha, fasilitas kesehatan, pihak terkait
lainnya yang telah dan/atau akan diterima dan disetujui untuk melakukan
kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Organ BPJS Kesehatan adalah Dewan Pengawas dan Direksi BPJS
Kesehatan

Pegawai adalah orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat BPJS Kesehatan yang berwenang sabagal pasgawai, baik sebagai
pejabat struktural dan fungsional, baik pagawai tatap maupun pegawai tidak
tetap, untuk melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dan
BPJS Kaesehatan.

Pemangku Kepentingan adalah adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan
keterkaitan dengan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan sesuai yang
diamanatkan kepada BPJS Kesehatan

Rapat Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan
Pengawas dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan
Pengawas yang diberi kuasa

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan dipimpin oleh
Direktur Utama atau anggota Direksi yang diberi kuasa.

Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Direksi adalah rapat yang
diselenggarakan oleh Dewan Pengawas dan/atau Direksi, dipimpin olah Ketua
Dewan Pengawas dan/atau Direktur Utama atau yang diberi kuasa untuk
mewakil Ketua Dewan Pengawas dan/atau Direkiur Wiama berdasarkan
kesepakatan masing-masing organ.

Risike adalah katidakpastian lingkungan internal dan ekstemal yvang berpotensi
menimbulkan dampak negatif dan dapat menghambat pencapaian tujuan BRPJS
Kesehatan.
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Satuan Pengawas Internal adalah kelengkapan organ Direksi yang memiliki
fungel asurans atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, penerapan
Tata Kelola yang Baik dan sistem manajemen; serta efisiensi dan efektivitas di
bidang keuangan, akuntansi. cperasional, sumber daya manusia, pemasaran,
taknologi informasi dan kegiatan operasi lain dalam organisasi sesuai dengan
kebijakan BPJS Kesehatan.

Sistem Jaminan Sosial Masional adalah tata cara penyelenggaraan program
Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Suap adalah aktivitas memberikan/menawarkan/menerima apa pun yang
berharga kepada/dari pihak lain antara lain penyelenggara negara, mitra kerja,
dan pihak- pihak lain yang bermubungan dengan organisasi, di mana
pemberian tersebut  diketahul ataw patut diduga digunakan uniuk
mempengaruhi atau menggerakkan pihak-pinak tersebut melakukan atau tidak
malakukan sesuatu dalam jabatannya vang berentangan dengan
kewajibannya.

Tata Kelola, untuk =elanjuinya disebut tata kelola yang baik adalah suafu
sistem yang dirancang sebagal pedoman bagi BPJS Kesehatan dalam
menyelenggarakan pragram jaminan sosial.

Tata Milal adalah panduan budaya dalam bekerja dan bennteraksi di dalam
arganisasi yang tercemin dalam perilaku kerja setiap Pegawai BFRJS
Kesehatan.
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ll. KEDUDUKAN DAN ORGAN BPJS KESEHATAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Organ BRJS
Kesehatan terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi. Organ BPJS Dewan Pengawas
dibantu oleh Komite untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Organ BPJS Direksi
membeniuk Kedeputian Wilayah dan Kedeputian Bidang yvang berada dalam Direktorat
untuk membantu pelaksanaan tugasnya

Pembagian tugas di antara para anggota Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Pembagian tugas di antara para
anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi BPJS Kesehatan

A. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas adalah Organ BPJS Kesehatan yang bertugas melakukan
pengawasan alas pelaksanaan pengurusan BPJS Kesehatan oleh Direksi dan
membernkan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi dalam
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan

Pemberian saran, nasihat, dan pertimbangan Dewan Pengawas kepada Direksi
terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Kesehatan dan
pengembangan DJS Kesehatan melalul penelaahan terhadap data dan informasi
menganal penyelenggaraan BFJS Kesehatan dan/atau kunjungan lapangan ke
kantor kedeputian wilayah/kantor cabang BPJS Kesehatan.

Ketentuan lebsh lanjut diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas daniatau
Paraturan Direksi.

Dewan Pangawas bertanggung jawab secara kolektif kolagial, tidak dapat bertindak
sandiri-sandiri, malainkan bardasarkan keputusan/kebijakan yang ditetapkan dalam
rapat Dewan Pengawas,

Fungsi Dewan Pengawas, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Uindang Nomaor
24 Tahun 2011 adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS
Kesehatan.

Dalam menjalankan fungs: pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS Kesahatan,

Dewan Pengawas bertugas:

a, melakukan pengawasan alas kebijakan pengelolaan BPJS Kesehatan dan
kinerja Direksi;

k. melakukan pengawasan alas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan
Cana Jaminan Sosial oleh Direksi;

c.  memberikan saran, nasihat, dan periimbangan kepada Dirgksi mengenai
kebijakan dan peleksanaan pengelclaan BPJS Kesehatan,

4, menyvampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
sebagal bagian dari laporan BPJS Kesehatan kepada Presiden dengan
tembusan kepada DJSN, dan

Padoman Tata Kelola BPJS Kesehatan | Halaman 7



@, tugas khusus lainnya yang diberikan melalui Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, atau Peraturan Presiden.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Pengawas

berwenang untuk:

a.  menetapkan rancangan rencana strategis menjadi rencana strategis program
Jaminan Kesehatan,

b,  menetapkan rencana kera anggaran tahunan BPJS Kesahatan;

¢. mendapatkan dan/atau meminta laporan dar Direksi,

d.  mengakses data dan informasi mengenal penyelenggaraan BPJS Kesshatan;

& melakukan penelaahan terhadap data dan  informasi | mengensi
panyalenggaraan BPJS Kesahatan;

f.  memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja
Direksl

g. meamberikan persetujuan penentuan besaran alokasi surpius aset BPJS
Kesahatan,

h.  memberikan perssfujuan atas Laporan Pengelolaa Program dan Laporan
Keuangan Tahunan BPJS Kesahatan dan Laporan Keuangan Tahunan DJS
Kesehatan,;

i memberikan persetujuan atas bentuk dan isi ringkasan Laporan Keuangan
tahunan,

| memberikan persetujuan atas pemindahtanganan aset tetap BPJS Kesehatan
paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

k. wewsanang khusus lainnya yang diberikan melalui Undang-Undang, Paraturan
Pemerintah, atau Peraturan Presiden.

B. Direksi

Direksi adalah Organ BPJS Kesehatan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh atas pengurusan BPJS Kesehatan untuk kepentingan BPJS Kesahatan
sesual dengan tujuan dan prinsip Tata Kelola yang Baik BPJS Kesehatan, serta
mewakili BPJS Kesehatan, baik di dalam maupun di luar pengadian, sesual
dengan Undang-Undang mangenal BPJS Kesahatan.

Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Direksi
BFJS Kesehatan berfungs| melaksanakan penyelenggaraan kegatan operasional
BPJS Kesehatan yang menjamin Peserta untuk mendapatkan manfaat sesuai
haknya.

Direks: bertanggungjawab melaksanakan penyalenggaraan operasional BPJS
Kesehatan sesuai tugas dan tanggungjawabnya. Masing-masing Direksi dapat
bartindak dan mewakili BPJS Kesehatan berdasarkan kewenangan sesual dengan
pembagian tugasnya. Hal-hal strategis yvang berdampak terhadap perubahan DJS
dan tujuan organisasi diputuskan secara kolekiif kolegial melalui Rapat Direksi,
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Dalam menjalankan fungsinya, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang
Mormor 24 Tahun 2011, Direksi bertugas untuk:

a. melaksanakan pengelolaan BPJS Kesehatan yang meliputi perencanaan.
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi mewakil BPJS Kesehatan di dalam
dan di luar pengadilan;

b. mewakil BPJS Kesehatan di dalam dan di luar pengadilan;

c. menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk
melaksanakan fungsinya; dan

d. tugas khusus lainnya yang diberikan melalu Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, atau Peraturan Presiden.

Dalam melaksanakan tugas pengurusan dan perwakilan BPJS Kesehatan, Direksi

berwenang untuk:

a, melaksanakan wewenang BFJS Kesehatan,

b. menetapkan sfruktur organisasi beseria tugas pokok dan fungsi, tata kerja
organisasi, dan sistem kepegawaian;

¢ menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS Kesehatan termasuk
mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS Kesehatan
sarta menetapkan penghasilan pegawal BFJS Kesehatan,

d. mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi Dewan Peangawas dan
Direksi;

e menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan |[asa dalam
rangka penyelenggaraan tugas BPJS Kesehatan dengan mempearhatikan
prinsip transparansi, akuntabilitas, efisians|, dan efaktivitas,

f. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Kesehatan paling banyak
Rp100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan
FPengawas;

g. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Kesehatan lebih dari
Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Presiden;

h. melakukan pemindahtanganan aset tetap BPJS Kesehatan lebih dari
RpS00.000.000.000,00 (Ema ratus miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan

i wewenang khusus lainnya vang diberikan melalul Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, atau Paraturan Presiden.

Fedoman Tata Kelola BFJS Kesehatan | Halaman 8



B, -_ﬂu.ﬂ_.ll.l._..._r.-l..
e I.II.__u._..-n_._ UKy \; :\.._.___It-_i_-._-!l._.ln.
AR L P S — HSM]
———— — ;l
i uebag
[
0 _ ey
i . .
= e B
— PERT NDN.TW] _
ST Ny v
s S kTR EOURT S P N ..ll!l.- :
bty Ulm
p— : i jeusmpEyg ueieseBuag
L.
i) mpdiaey




PENERAPAN PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK OLEH ORGAN BPJS
KESEHATAN

Penerapan Tata Kelola yang Baik mengacu pada 8 (delapan) prinsip Tata Kelola vang
Baik yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Feiola
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

A. Prinsip Tata Kelola yang Baik

1.

Keterbukaan

yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan manganal BP.S
Kesehatan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan
ketantuan peraturan perundang-undangan,

Akuntabilitas

yaltu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ BPJS
Kesehatan sehingga Kinerja BPJS Kesehatan dapat berjalan secara
transparan, wajar. efektif, dan efisien.

Responsibilitas
yaitu kesesuaian pengelolaan BPJS Kesshatan dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan

Kemandirian

yaitu pangelolaan BPJS Kesehatan secara mandin dan profesional serta bebas
dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesetaraan dan kewajaran

yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memaeanuhi hak-hak
pemangku kepentingan wyang timbul berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan dan parjanjian.

Prediktabilitas

yaitu konsistens: dan perlakuan yang sama dalam penerapan peraturan dan
kebijakan malalui pamberitahuan sebefumnya kepada peserta dan pemangku
kepentingan.

Partisipasi

yaitu keterlicatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan
keputusan, untuk membangun kerasama dalam mendukung program Jaminan
Sosial, mewujudkan pengambilan keputusan yang lebih baik, menumbuhkan
kepercayaan di antara pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi.

Dinamis

yaitu kemampuan dan (ktikad baik BPJS Kesehatan untuk berinovasi dan
berubah secara positif untuk memenuhi mandatnya menyelanggarakan
Jaminan Sosial dan merespons perubahan kebutuhan Peserta.
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B. Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik

BPJS Kesehatan wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan
berkelanjutan dalam setiap kegiatan baik operasional maupun non-operasional
pada seluruh tingkatan atau jenjang ecrganisasi, dengan memperhatikan ketentuan
dan norma yang berlaku. Adapun dalam rangka penerapan prinsip Tata Kelola yang
Baik, terdapat beberapa hal yang menjadi acuan sabagai berikut:

1. Keterbukaan

a. BPJS Kesehatan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
fugasnya dalam bentuk |aporan pengelolaan program dan laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, termasuk
laporan pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan
kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal
30 Juni tahun berikutnya.

b, BPJS Kesehatan menyampalkan pertanggungjawaban alas pelaksanaan
tugasnya dalam bantuk |aporan pengelolaan program dan laporan
keuangan semesteran, termasuk laporan pengawasan penyelanggaraan
program Jaminan Kesehatan kepada Presiden dengan tembusan kepada
DJSN paling lambat tanggal 30 Saptember tahun berjalan.

¢. BPJS Kesehatan mempublikazikan laporan pengelolaan program dan
laporan keuangan tahuman dalam bentuk rngkasan eksekutif melalui
media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa
cetak vang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal
31 Juli tahun berikutnya.

d. Direksi menetapkan kebijakan keterbukaan dan penyediaan informasi
sesual dengan peraturan perundang-undangan kepada pemangku
kepentingan internal dan ekstemnal, serta masyarakat pada umumnya,
dalam rangka pemenuhan mandat sebagai penyelenggara program
Jaminan Kesehatan dan perlindungan reputasi BPJS Kesehatan.

e Dewan Pengawas melakukan pengeawasan atas pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan

f. Direksi menetapkan kode etik pengelolaan organisasi yang berlaku bagi
Direksi. Kode etik pengelolaan organisasi memuat nilai-nilai yang dianut
dalam mengelcla organisasi antara lain integritas, keunggulan, dan saling
menghargai hak individu tanpa membedakan jenis kelamin, ras, dan
agama

g. Direksi memastikan seluruh jajaran BPJS Kesehatan mematuhi Kode Etik
Organisasi yang terdapat di BPJS Kesehatan

h. Dewan Pengawas menetapkan kode etik pengawasan yang berdaku bagi
Dewan Pengawas. Kode etik pengawasan memuat nilai-nilai yang dianut
dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran, nasihat, dan
parimbangan kepada Direksi atas penyelenggaraan program Jaminan
Kesehatan
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2. Akuntabilitas

a Kewenangan dan tanggung jawab Dewan FPengawas dan Direksi diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Twdak bolah ada keraguan dan konflik kepentingan.

b, Peimpahan wewenang walib didefinisikan, didokumentasikan, dibatasi
rentang waktu, dapat direviu dan disetujul Dewan Pengawas di lingkungan
Dewan Pengawas dan oleh Direksi di lingkungan Direksi

¢ Dewan Pengawas memutuskan pembagian tugas antar anggota meialui
mekanizmea rapat yang dihadiri dan disapakati clah seluruh anggota, yang
dituangkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas.

d.  Direksi memutuskan pembagian tugas antar anggota melalui mekanisme
rapat vang dihadirl dan disepakati ocleh seluruh anggota yang dituangkan
malalul Surat Keputusan Direksi

& Pengawasan alas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan
dilakukan oleh pengawasan internal yaitu: Dewan Pengawas dan Satuan
Pengawas Internal, dan oleh lembaga pengawas independen eksternal.

3. Responsibilitas

a BPJS HKesehatan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan
usaha dalam [angka panjang dengan membuat perencanaan dan
pelaksanaan yang memadai.

b. Direksi dan Dewan Pengawas  bertanggung jawab terhadap
penerapan Tata Kelola yang Baik dengan menjalankan lugas, wawenang
dan tamggung jawabnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian, sera
mengedepankan kepentingan Peserta.

c. Direksi melakukan pengelolaan BPJS Kesehatan dan pengembangan
Dana Jaminan Sosial sesual dengan peraturan perundang-undangan.

d. Direksi bertanggung jawab secara tanggung renieng atas kerugian
finansial vang ditimbulkan atas kesalahan pengelolaan Dana Jaminan
sosial,

e Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijgkan pengelolaan
BPJS Kesehatan dan kinerja Direksi serta pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Dirgks

4. Kemandirian

a Dewan Pengawas dan Direksi dalam membuat atau mengambil keputusan
wajib bebas dari unsur yang mengandung benturan kepentingan.

b. Dewan Pengawas dan Direksi tidak menjadi anggota atau menjabat
sabagail pengurus partai politik.

c. Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dilarang memiliki
hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga antar anggota Dewan
Pengawas, antar anggota Direksi, dan antar anggota Dewan Pengawas
dan anggota Direksi

d Dewan Pangawas dan Kelengkapan Organ Dewan Pengawas, serta
Direks: dan Kelengkapan Organ Direksi wajib menandatangan Pakta
Integritas yang selalu dikinikan secara periodik setahun sekali.
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Kesetaraan dan Kewajaran

&

Direksi memenuhi hak-hak pemangku kepentingan dan Peserta program
Jaminan Kesehatan secara adil dan setara sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-undangan

Direksi memberikan informasi dan prosedur kepada Peserla program
Jaminan Kesehatan mengenai hak dan pemeanuhan kewajibannya dengan
mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas melakukan pangawasan atas pelaksanaan pemberian
hak kepada peserta dan pemangku kepentingan secara adil dan selara
sesual ketentuan perundang-undangan

Direksi wajib memberikan kessmpatan kepada pemangku kepentingan
untuk memberkan masukan dan menyampaikan pendapat bagl
kepentingan BPJS Kesehatan dan program serta membuka akses
terhadap informasi sesual dengan prinsip transparansi dalam lingkup
kedudukan masing-masing

Direksi waljib memberikan perlakuan vang setara dan wajar kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang
diberikan kepada BPJS Kesehatan.

Prediktabilitas

BPJS Kesehatan secara konsisten menerapkan program yang konsisten
dalam rangka memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan dan
meningkalkan kepercayaan publik

BPJS Kesehatan secara konsisten menerapkan mandat yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan

Partisipasi

BPJS HKesshatan dalam menyusun kebijakan harus mengutamakan
kepentingan Peseria dan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan,
BPJS Kesehatan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses
penyusunan kebijakan dan proses pengambilan  keputusan  untuk
melindungi kepentingan Pesera serla menjaga Keberlangsungan program
Jaminan Kesehatan.

Dewan Pengawas dan Direks| membangun skema komunikas| dengan
seluruh pemangku kepenfingan guna mendarong terjadinya pertukaran
pendapat serta memperclah masukan untuk penyempurmaan pangelolaan
program Jaminan Kesehatan agar mendapat kepercayaan dan seluruh
pemangku kepantingan

Dinamis

Direksi memotivasi semua pegawai untuk terus bernnovasi dalam
pelaksanaan mandat dan program yang Jdikelola serta mendorong semua
staf untuk menjadi agen perubahan
Direksi mempromosikan budaya organizasi yang berorientasi pada
peserta, pemanfaatan informasl dan teknologi, serta mendukung
kreatvitas, inovas) dan kolaborasi.
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¢ Direksi melakukan evaluasi dan merespon kebutuhan publik atas program
Jaminan Kesehatan.

d. Dewan Pengawas dan Direksi dalam merespons perubahan kebutuhan
publik perly memperhitungkan risikc baru yang berpotensi memengaruhi
keberlangsungan program Jaminan Kesehatan

e Direksi terlibat akiif dalam membernkan saran kepada pemangku
kepentingan dan oforitas vang kompeten tentang langkah-langkah
reformasi  untuk memastikan keberlangsungan program  Jaminan
Kesehatan terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan publik,
termasuk vang berdampak pada mandat BPJS Kesehatan, kecukupan
manfaat, kebijakan pendanaan program dan kesehatan keuangannya.
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IV. HUBUNGAN KERJA ANTAR ORGAN BPJS KESEHATAN

Hubungan kerja yang jelas antar organ berpengaruh posiif terhadap keberhasilan
pengelolaan BPJS Kesehatan dan implementasi Tala Kelola yang Baik. Tugas,
wewenang, dan tanggung jawab organ BPJS Kesehatan distur berdasarkan Undang-
Undang Republikx Indonesia Momor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, dan peraturan perundang-undangan lainnya

Merujuk pada ketentuan tersebut, BPJS Kesehatan secara tegas memisahkan tugas,
hak, kewajiban, wewenang, fungsi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas.
Masing- masing organ saling menghormati dan bertindak sesuai dengan fungsi dan
peranan masing- masing atas dasar hubungan check and balances dengan tujuan
untuk memastikan terlaksananya program Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan
vang efektif.

Hubungan kerja Direksi dan Dewan Pengawas wajib memenuhi ketentuan berikut ini.

1. Dewan Pengawas dan Dirgksi sesuai fungsinya masing-masing, menjalankan
fugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian,
serta mengedepankan kepeniingan Peserta

2. Dewan Pengawas dan Dirgksi dalam menjalankan fungsinya wajib saling
menghormali tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

3. Dewan Pengawas dan Direksi memelihara dan mengembangkan praktik hubungan
kerja yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Hubungan antar organ yang divraikan pada bab i hanya menyangkul pokok-pokok
dan prinsip hubungan antar organ BPJS Kesehatan.
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A Program Pengenalan Bagl Organ BPJS Kesehatan

Program pengenalan ini merupakan program crientasi kepada Organ BPJS

Kesehatan yang baru. Hal inl dilakukan agar setiap Organ BPJS Kesehatan

mendapatkan pemahaman secara utuh terkait BPJS Kesehatan.

Program pengenalan meliputi;

1. Tata Kelola yvang Baik, termasuk kode etik organisasi, kode alik masing-masing
organ dan tata nilai organisasi yang berlaku di ingkungan BPJS Kesahatan.

2. Fungsi, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab Organ BPJS Kesehatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Gambaran mengenal pengelolaan BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh setiap
fungsi di unit kerja.

B. Pemberian Saran, Nasihat, dan Pertimbangan Oleh Dewan Pengawas

Dewan Pengawas berwenang memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan
kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS
Kesehatan, Pemberian saran, nasihat dan pertimbangan mencakup aspek
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang terkait dengan
pengeiolaan BPJS Kesehatan Adapun tata cara pemberian saran, nasihat, dan
pertimbangan disampaikan sebagai bankut

1. Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, dan perimbangan berdasarkan
hasil pengawasan melalul mekanisme rapat dan/atau secara tenulis.

2. Mekanisme pemberian saran, nasihat dan perimbangan kepada Direksi diatur
labin lanjut dalam Peraturan Dewan Pengawas.

3. Atfas zaran, nasihat dan perimbangan tersebut, Direksi memberikan tanggapan
setuju - ditindaklanjuti, tidak setuju ditindaklanjuti, setuju dengan
partimbangan/catatan.

C. Penyediaan Akses Data dan Informasi

Calam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas berwenang untuk mengakses
data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Data dan
informasi yang disediakan Direksi bersifat rutin dan insideniil

1. Data dan informasi meliputi:

a& Data dan informas: yvang bersifat rulin melipub

1} laporan pengelolaan program bulanan dan laporan keuangan bulanan
BFJS Resehatan dan laporan keuangan bulanan Dana Jaminan Sosial
Kesehatan,

2) laporan pengealolaan pragram tahunan dan laperan keuangan tahunan
BPJS Kesehatan dan laporan keuangan tahunan Dana Jaminan Sosial
Kesehatan,

3) ringkasan eksekutif laporan pengelolaan program dan |aporan
keuangan tahunan,

4} laporan akiuaria;

5) laporan pelaksanaan manajemean risiko;
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&)} laporan capaian kinerja,

71 laporan pelaksanaan survei dan asasmen,

B} laporan hasil pemeriksaan/audit intermal oleh Kedeputian Bidang
Pengawasan |nternal dan laporan hasil pemeriksaan/audit oleh pihak
eksternal;

89} laporan monitoring tindaklanjut atas hasil pemeriksaan/audit dari pihak
internal maupun eksternal,

10} laporan proyeksi kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan,

11) laporan terkait pengangkatan danfatau pemberhentian pegawai satu
tingkat di bawah Direksi, dan

12) seluruh produk hukum yang diterbitkan oleh Direksi

b. Data dan informasi yang bersifat insidentil
1) risalah rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
2} kebijakan yang dikeluarkan olah Direksi; dan
3) data dan informasi yang diperiukan dalam rangka memperkuat
kebijakan program Jaminan Kasshatan,

2. Tata laksana penyediaan akses data dan informasi bagi Dewan Pengawas
a. Data dan informasi yang bersifat rutin
1) Direksi menyampaikan data dan infermasi yvang bersifat rutin berupa
soffcopy dan hardcopy kepada Ketua Dewan Pengawas

2) dalam hal terdapat data dan informasi yang dibutuhkan lebih lengkap,
maka Direksi wajib menyampaikan data dan informasi tersebut setelah
surat permintaan data dan infoermasi dari Dewan Pengawas ditenma
oleh Direksi

3) ketentuan lebih lanjul menganal tata laksana/mekanisme panyediaan
akses data dan informasi bagi Dewan Pengawas, diatur dalam
Peraturan Dewan Pengawas dan'atau Peraturan Diraks:,

b. Data dan informasi yang bersifat insidentil
1) Rapat Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan dengan ketentuan

zebagal bernkut

(a} Dewan Pengawas meminta penjelasan kepada Direksi terkait
segala hal atas penyelenggaraan BPJS Kesahatan

(b} Dalam hal terdapat permintaan penjelazsan oleh Dewan
Pengawas, Direksi wajib menyampaikan penjelasan kepada
Dewan Pengawas dalam Rapat Dewan Pengawas dan Direksi.

{c} Dalam hal Dewan Pengawas memerlukan penjelazan |labih
lanjut, penjelasan tersebui dapat disampaikan dalam rapat
terbatas antara Direktur teknis terkait dengan Dewan Pengawas
maupun penjelasan secara terulis

21 Pengawasan lapangan dilakukan dengan kelentuan sebagai berikut.
{a) Dewan Pengawas menyampalkan permintaan data dan

informasi kepada Direksl sebelum pengawasan lapangan
dilakukan;
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{b) data dan informasi disampaikan kepada Dewan Pengawas
sabelum pelaksanaan pengawasan lapangan;

ic) pada saat pangawasan |apangan dilakukan, Kantor
Pusat/Kantor Kedeputian Wilayah/Kantor Cabang
meanyampaikan penjelasan kepada Dewan Pengawas terkai
segala hal atas penyelenggaraan BPJS Kesshatan sacara
tertulis dan afau latap muka,

(d} datam hal Dewan Pengawas memerlukan penjelasan lebih
lanjut, penjelasan tersebut dapat disampaikan secara terfulis

: sebagal kelengkapan data kepada Direkiur terkait dengan

; tambusan kepada Direktur Utama;

(g} hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas
disampaikan dalam bentuk saran, nasihat, dan pertimbangan
kepada Diraksi;

{fi dalam hal pengawasan |apangan memerlukan data dan
fnformasi dar  institusl di luar BPJS Kesshatan, maka
pelaksanaannya dapat melibatkan kantor Kedeputian
Wilayah/Kantor Cabang setelah mendapatkan persetujuan
Direksi untuk menghadirkan institusi di luar BPJS Kesehatan
tersebut

{g) Direksi mengatur lebih lanjut tentang tata cara Jajaran
Manajemen dalam memfasilitasi kegiatan pengawasan yang
dilakukan clah Dewan Pengawas.

3) Surat-menyurat antara Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan
dengan ketentuan sebagal berikut:

| {a) meminia segala bentuk data dan informasi melalui surat yang
ditandatangani Ketua Dewan Pengawas kepada Direktur

_ Litama;

| {b} dalam hal Direksi tidak dapat menyampaikan data dan

| informasi yang dibutuhkan Dewan Pengawas sesuai waktu

yang ditetapkan, maka Direksi memberikan penjelasan atas

keterlambatan tarsebut,

4) Akses terhadap aplikasi sistem informasi yang tersedia di BPJS
Kesehatan dilakukan dengan mengakses aplikasi sistem informasi
yang tersedia d BPJS Kesahatan dalam mendukung fungsi
pengawasan,

Seluruh data dan informasi yang diminta oleh Dewan Pengawas, baik rutin maupun
ingidentil, akan diserahkan melalui Sekretaris Dewan Pengawas dengan protokol
ternentu yang ditujukan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data dan
informasi dimaksud.

Ketentuan lebih lanjut mengenal 8ta laksana/mekanismes penyediaan akses dala
dan informasi bagi Dewan Pengawas, diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas
dan'atau Peraturan Direkesi.
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D. Persetujuan Dewan Pengawas terhadap Usulan Direksi

Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan terhadap

usulan Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi;

1. Persetujuan atas Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan
Tahunan yang diaudit.

2. Persetujuan atas beniuk dan isi Ringkasan Eksekutif Laporan Pengelolaan
Program dan Laporan Keuangan yang akan dipublikasikan

3, Persetujuan atas pemindahtanganan aset ielap palng banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4.  Persatujuan Dewan Pengawas atas penentuan besaran alokasi surplus asset
BPJS Kesehatan yang digunakan untuk, a. menambah asset bersih BPJS
Kesehatan dan/atau b, memperkuat aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Tata laksana pambenan persetujuan Dewan Pengawas terhadap usulan Direksi

1. Direksi menyampaikan usulan yang memerlukan persetujuan Dewan
FPengawas beserta dokumen pandukung yang terkait.

2 Dewan Pengawas malakukan telaah terhadap usulan tersebut melalui proses
pembahasan internal Dewan Pengawas dangan melibatkan kelengkapan organ
Dewan Fengawas dan/atau dapat meminta pendapat dan ahl/narasumber
eksternal Bila diperlukan, Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi untuk
memberikan penjelasan tambahan atas usulan yang disampaikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Dewan Penpawas atas usulan
Direksi, diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas danfatau Peraturan Direksi.

E Penyampalan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan

1. Sebagal bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas beriugas
untuk menyampaikan flaporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan
Kesahatan sebagai bagian dari Laporan BPJS Kesehatan kepada Presiden
dengan tembusan DJSN.

2 Dewan Pengawas MENYyUsLn rancangan laporan pENgawasan
penyaignggaraan Jaminan Kesehatan dan menyampaikan kepada Direksi
secara periodik.

3. Ketentuan lebih lanjut tenfang tata cara penvampaian laperan pengawasan
penyalenggaraan Jaminan Kesehatan sebagai bagian dari laporan BPJS
Kesehatan kepada Presiden diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dewan
Pengawas.

F. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dewan Pangawas

Sesuai dengan LUndang-Undang Momor 24 Tahun 2011, Direksi memiliki salah satu
tugas wyaitu menjamin ketersediaan fasilitas bagi Dewan Pengawas untuk
melaksanakan fungsi, twugas, dan wewenangnya. Pemenuhan fasilitas Dewan
Pengawas dilakukan olah Direksi dengan tetap memperhatikan efeklivitas dan
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efisiensi sesuai dengan ketentuan yang beraku. Pemenuhan fasilitas Dewan
Fengawas dapat berupa sarana dan prasarana pendukung dalam bekera dan
pendukung kegiatan pengawasan Dewan Pengawas, meliputi kebutuhan
pengembangan dan pemenuhan sumber daya manusia organ Dewan Pengawas
gerta kebutuhan fasiiitas kerja Dewan Pengawas,

Tata laksana pemenuhan sarana dan prasarana Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas menyusun kebutuhan Dewan Pengawas danfatau fasilitas
kerja dan menyampaikan kepada Direklur tama melalui surat yang
ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

2. Direktur Utama dan/atau Direktur Teknis menindakianjuti surat permintaan
Cewan Pengawas sesuai ketentuan yang berlaku,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan sarana dan prasarana bagi Dewan
Pengawas, diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas dan/atau Peraturan Direksi,

Padoman Tata Kalola BPJS Kesehatan | Helaman 22




V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGAN BPJS KESEHATAN

Pengambilan keputusan wajlb dalam menjalankan tugas dilandasi dengan iktikad baik
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan benturan
kepentingan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap
pemangku kepentingan Mekanisme pengambilan keputusan organ BPJS Kesehatan
dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas, rapat Direksi, danfatau rapat Gabungan
Direksi dan Dewan Pengawas

A Rapat Dewan Pengawas

Rapat Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri cleh
Dewan Pengawas. Rapat Dewan Pengawas diadakan dalam rangka pengambilan
keputusan sebagai bentuk pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS
Kesehatan, kinerja Direksi, serla pengawasan atas pelaksanaan pengalolaan dan
pengembangan Dana Jaminan Sosial.

Fapat Dewan Pengawas terdini dari:
Rapat Internal Dewan Pengawas yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas

dan anggota Dewan Pengawas
Rapat Dewan Pengawas bersama Komite di bawah Dewan Pengawas

1

2

Tata laksana rapat Dewan Pengawas

o

Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan dilakukan secara berkala

berdasarkan kesepakatan Ketua dan Anggota Dewan Peangawas paling

sedikit 1 (satu) kall dalam sebulan, baik secara fisik maupun virtual.

Rapat dihadiri paling sedikit oleh 4 {empat) anggota Dewan Pengawas.

Rapat Dewan Pengawas dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas dan

kelengkapan organ Dewan Pengawas tanpa hak suara.

Dewan Pengawas dapat mengundang Direks| dalam rapat gabungan dan

rapat khusus untuk menjelaskan, memberikan masukan, atau melakukan

diskusi terhadap suatu permasalahan sebagal masukan bagi Direksi untuk

menjalankan fungsinya

Undangan Rapat Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis oleh Ketua

Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk/berhak

rewakili,

Undangan Rapat Dewan Pengawas disampaikan dalam jangka wakiu

paling lambat 3 (tiga) harl kerja sebelum rapat diadakan atau dalam waktu

yvang lebih singkat jika dalam keadaan mendasak.

Undangan rapat wajib mencaniumkan acara, tanggal, waktu. tempat. dan

agenda rapat.

Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas. Dalam

hal Ketua Dewan Pengawas tidak hadir atau berhalangan, baik secara fisik

maupun wvirtual, maka pimpinan Hapal Dewan Pengawas ditentukan

menurut aturan sebagal benkut ;

1) Seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Dewan
Fengawas,
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2 Apabila Ketua Dewan Pengawas lidak melakukan penunjukan, maka
pimpinan rapat Dewan Pengawas oleh anggota Dewan Pengawas
yang paling lama menjabat.

3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang paling lama menjabat lebih
dari 1 (satu) orang atau fidak ada, maka pimpinan Rapat Dewan
Pengawas adalah anggota Dewan Pengawas yang tertua.

Materi rapat disiapkan oleh Sekretaris Dewan Pengawas paling lambat 1
(satu) har sabalum rapat dilaksanakan.

Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dilakukan secara kolektif
kolegial, jika terdapal anggota Dewan Pengawas yang mempunyai
pendapat berbada terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat
tersebut wajib dicantumkan dalam risalah rapatl ssbagai bentuk dissenting
opinion

Kuorum Rapat dan Keabsahan Kehadiran

Rapat Dewan Pengawas adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang
mangikat, apabila dihadiri atau dwakili cleh lebih dan % (satu per dua) dan
jumlah anggota Dewan Pengawas.

Seorang anggota Dewan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh
anggota Dewan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang
diberikan khusus untuk keperiuan tersebut

Searang anggota Dewan Pengawas yang hadir, dapat menenma paling
banyak 2 (dua) kuasa dan anggota Dewan Pengawas yang berhalangan
hadir,

Apabila kuorum rapat tidak tercapai, maka dilakukan penundaan rapat
salama 15 (lima belas) menit.

Apabila setelah penundaan selama 15 (lima belas) menit kuorum tidak
tercapai, maka dilakukan penundaan rapat kedua selama 15 (kma belas)
menit. Bila kuorum tidak tercapai, dilakukan penjadwalan rapat kemball

Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

a

FPembahasan masalah dan pengambilan keputusan Dewan Pengawas
dilakukan mealalul rapat, berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Dewan
Pengawas dan memiliki kekuatan hukum yang sama Mekanisme
pengambilan keputusan di luar rapat dapat dilakukan melalui sirkular dan
teleconferance.

Keputusan Rapat Dewan Pengawas wajib berdasarkan iktikad baik, dan
perimbangan rasional, setelah melalui pembahasan yang mendalam
terhadap berbagai hal yang relevan, informasi vang cukup, dan beabas dari
benturan kepentingan, serta dibuat secara independen olah masing-
masing anggota Dewan Pengawas. Untuk menjaga independensi dan
objektivitas setiap anggola Dewan Pengawas yang memiliki benturan
kepentingan tidak dikutkan dalam peangambilan keputusan dan sefiap
benturan kepentingan wajib dicatat dalam risalah rapat.
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c. Keputusan dalam Rapat Dewan Pengawas diambil secara musyawarah
untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan,
maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
Senala keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Pengawas bersifat
mengikal dan menjadi tanggung jawab safiap anggota Dewan Pengawas,
termasuk bila ada perbedaan pendapat (dissenting opinion). Anggota
Dewan Pengawas yang memiliki pendapat yang barbeda tatap memiliki
tanggung jawab melaksanakan hasil rapat secara kolektif kolegial atas
keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Perbadaan
pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam Rapat Dewan Peangawas
wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan
perbedaan pendapat.

d. Setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu)

suara ditambah 1 (salu) szuara anggota Dewan Pengawas yang
diwakilinya.

e, [Dalam pengambilan keputusan Rapat Dewan Pengawas, apabila jumiah
suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka dilakukan
panundaan rapat selama 15 (lima belas) menit. Apabila setelah penundaan
belum sepakat, maka keputusan Rapal Dewan Pengawas adalah sesual
dengan pendapat Pimpinan Rapat. Keputusan dar Pimpinan Rapat tetap
menjadi tanggungjawab yang bersifal kolektif kelegial.

4. Risalah Rapat

a. Seliap Rapat Dewan Pengawas wajib dibuatkan risalah rapatnya. Risalah
Fapat wajib menggambarkan dinamika rapal yang mencantumkan
sekurang-kurangnya;

1} Acara, tempat, tanggal, wakiu dimulai, dan berakhirmya rapat
FPermasalahan yang dibahas (agenda);

2y Daftar nama dan tanda tangan kehadiran;

3}  Alasan ketidakhadiran Anggota Dewan Pengawas,

4} Tindak lanjut atas hasil pembahasan rapat sebelumnya apabila ada,

5§y Pembahasanftelaah atas arshan wusulan dan/atau tindak lanjut
pelaksanaan atas kepuiusan Dewan Pengawas terkail usulan Direksi
{apabila ada};

E) Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat. khususnya dalam
membahas permasalahan yang sirategis termasuk  yang
mengemukakan pendapat;

7y Proses pengambilan kepuiusan;

8} Keputusan-keputusan yang dihasilkan, dan

8) Dissenting Opinion, jika ada Khusus untuk dissenting opinion ini
hanya tercatat dalam dinamika rapat sebagai dokumentasi perbedaan
pendapat alas ketidaksetujuan peseria rapatl terhadap satu masalah
yang diputuskan. Dissenting opinion tidak dituliskan dalam kesimpulan
rapat namun dalam rizalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat.
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b. Risalah Rapat Dewan Pengawas merupakan dokumen BPJS Kesehatan
yvarng penting sebagai bukti pengambilan keputusan oleh Dewan
Pengawas.

¢ Aspek legalitas dari risalah rapat diatur menurut ketentuan sebagai berkut.

1) Risalah rapat asli wajib ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Dewan
Pengawas, anggota Dewan Pengawas yang hadir termasuk anggota
Dewan Pengawas yang diwakili dan penulis risalah rapat.

2) Sefiap anggota Dewan Pengawas berhak menerima salinan Risalah
Rapat Dewan Pengawas, meskipun yang bersangkutan fidak hadir
dalam rapat tersebut paling lambat & (kma) har kerja setelah rapat
selesal

3) Dalam jangka wakiu 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak tanggal
pengiriman risalah rapat, setiap anggota Dewan Pengawas yang hadir
danfatau yang diwakili menyampaikan persetujuan atau keberatannya
dan atau bila ada usul perbaikannya atas risalah rapat tersebut. Jika
keberatan dan/atau usul perbakan tidak diterima dalam jangka waktu
tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/atau perbaikan
terhadap Risalah Rapat Dewan Pengawas yang bersangkutan.

4) Sekretaris Dewan Pengawas berdugas membual Risalah Rapat
Dewan Pengawas Dalam hal rapat tidak dikuti Sekretaris Dewan
Pengawas atau pejabat lain yang dilunjuk oleh Ketua Dewan
Pengawas, risalah rapat dibuat oleh salah secrang anggota Dewan
Pengawas yang ditunjuk dar antara mereka yang hadir.

5) Risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan wajib disimpan
sebagaimana layaknya dokumen BPJS Kesehatan oleh Sekretaris
Dewan Pengawas dan wajib salalu tersedia bila diparlukan.

d. Sekretaris Dewan Pengawasz wajib memantau hasil tindak lanjut Rapat
Dewan Pengawas dan menyampaikan hasiinya pada Rapat Dewan
Pengawas berikutnya.

5. Tindaklanjut Hasil Rapat

a Hasil Rapat Dewan Pengawas selain dituangkan dalam Risalah Rapat
Dewan Pengawas juga disampaikan kepada Komite untuk ditindaklanjuti.
. Tindaklanjut disampaikan pada Rapat Dewan Pengawas berikutnya,
¢  Keputusan Dewan Pengawas, balk di dalam rapat maupun di luar rapat,
dikomunikasikan kepada para pihak terkait selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

B. Rapat Direksl

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan dan dihadiri oleh Direksi. Rapat
Direksi diadakan dalam rangka pengambilan kepuilusan sebagai  bentuk
pertanggungjawaban penyalanggaraan program Jaminan Kesehatan.

1. Tata Laksana Rapat Direksi

a. Rapat Direksi yang bersifat internal diselenggarakan sekurang-kurangnya
1 (zatu) kali dalam satu bulan
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b. Rapat Direksi dapat diadakan sewakiu-wakiu apabila dipandang perlu atas
permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi dengan
menyebutkan hal- hal yang akan dibicarakan.

¢. Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi dan Kesekretariatan Badan
tanpa hak suara

d. Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan BPJS
Kesehatan, atau tempat kegiatan BPJS Kesehatan, atau di tempat lain di
wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi, baik secara fisik
MEUpUn virtual,

2. Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas dalam rapal gabungan dan
rapat khusus wuniuk memberikan masukan atau melakukan diskusi
terhadap sualu permasalahan sebagal bahan bagi Direksi  untuk
menjalankan fungsinya.

f.  Undangan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Direktur Utama atau
anggota Direksi yang ditunjuk/berhak mewakili.

3. Undangan Rapat Direksi disampaikan dalam jangka wakiu paling lambat 3
(tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan atau dalam wakiu vang lebih
singkat jilka dalam keadaan mendesak.

h. Undangan rapat wajib wajib mencaniumkan acara,. tanggal, wakiu, tempat,
dan agenda rapal

i. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direkiur Utama fidak
hadir atau berhalangan, baik secara fisik maupun virtual, maka pimpinan
FRapat Direksi ditertukan menurut aturan sebagal berikut:

1} Seorang Direksi yang ditlunjuk oleh Direkiur Utama

2} Apabila Direkiur Utama tidak melakukan penunjukkan, maka rapat
Direksi dipimpin oleh Direksi yang paling lama menjabat

3} Dalam hal Direksi yang paling lama menjabat lebin dari 1 (satu) orang
atau tidak ada, maka pimpinan Rapat Direksi adalah Direksi yvang
tertua.

j-  Materi’lbahan rapat disiapkan dan disampaikan oleh HKesekretanatan
Badan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

k. Apabila dalam pengambilan keputusan terdapat anggota Direksi yang
memiliki pendapat berbeda terhadap kKeputusan yang dibuat, maka
pendapat tersebut wajib dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk
dissenting opinion. Direksi yang memiliki pendapat yang berbeda tetap
rmermiliki tanggung jawab melaksanakan hazil rapat secara kolektif kolegial
atas keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak

2. Kuorum Rapat dan Keabsahan Kehadiran

a. Rapat Direksi adatah sah dan dapat mengambil keputusan yvang mengikat,
apabila dihadiri atau diwakill oleh lebih dari ¥ (satu per dua) dari jumlah
anggota Direksi,

b. Seorang pesera rapat dapatl diwakili dalam rapat hanya oleh anggota
Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yvang diberikan anggota Direksi
yang tidak hadir.

¢. Seorang peserta rapat hanya dapat mewakili secrang anggota Dirsksi
[ainnya.
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Apabila kuorum rapat fidak tercapai, maka dilakukan penundaan rapat
gelama 15 (lima belas) manit.

Apabila setelah penundaan selama 15 (lima belas) menit kuorum fidak
tercapai, maka dilakukan penundaan rapat kedua selama 15 (lima balas)
menit. Bila kuorum fidak tercapai, dilakukan penjadwalan rapat kemball

Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

a.

Pembahasan masalah dan pengambilan Kepulusan Direksi dilakukan
melalui rapat, berdasarkan kesepakatan seluruh anggota Direks! dan
memiliki kekuatan hukum yang sama. Mekanisme pengambilan keputusan
di luar rapat dapat dilakukan melalui sirkular dan teleconference

Keputusan Rapat Direksi wajib berdasarkan iktikad baik, dan perimbangan
rasional, setelah melalui pembahasan yang mendalam terhadap berbagai
hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan
kepentingan serta dibuat secara independan olah masing-masing anggota
Direksi. Untuk menjaga independensi dan cbjeklivitas setiap anggota
Direksi yang memiliki benturan kepentingan tidak dikutkan dalam
pengambilan keputusan dan satiap benturan kepentingan wajib dicatat
dalam nsalah rapat

Keputusan dalam Rapat Direksi diambil secara musyawarah untuk
mufakat, Apabila melalul musyawarah lidak tercapai kesepakatan, maka
pengambilan keputusan diambil bardasarkan suara terbanyak. Segala
keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat dan menjadi
tanggung jawab seliap anggota Direksi, termasuk bila ada perbedaan
pendapat  (dissenting opinion). Direksi yang memiliki pendapat yang
berbeda tetap memiliki tanggung jawab melaksanakan hasil rapat sacara
kolektf kolegial atas keputusan yang diambil bardasarkan suara terbanyak.
Perbedaan pendapat (dissenting opinion} yang terjadi dalam rapat Direksi
wajib dicantumkan secara jelas dalam rnsalah rapat beserta alasan
parbedaan pendapal

Setiap anggota Direksi berhak uniuk mengeluarkan 1 (satu) suara
ditambah 1 {satu) suara anggota Direksi yang diwakilinya.

Dalam pengambilan keputusan Rapat Direksi, apabila jumiah suara setuju
dan ftidak setuju sama banyvaknya, maka dilskukan penundaan rapat
zelama 15 {lima belas) menil. Apabila setelah penundaan belum sepakat,
maka keputusan Rapat Direksi adalah sesuai dengan pendapat Pimpinan
Rapat. Keputuzsan dar Pimpinan Rapat tetap menjadi tanggungjawab yang
bersifat kolektif kolegial.

Risalah Rapat

Rapat Direksi sarta kehadiran masing-masing anggeta Direksi wajib dicatal dan
didokumentasikan dengan baik.

Setiap Rapat Direksi wajib dibuatkan risalah rapat, yang waljib
menggambarkan jalannya rapat dan sekurang-kurangnya wajib
mencantumkan
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1)
2)
3)
4)
5]
8)

7l

C)
9)

Acara, tempat, tanggal, waktu dimulai, dan berakhirmya rapat
Parmasalahan yang dibahas (agenda);

Daftar nama dan tanda tangan kehadiram,

Alasan ketidakhadiran Anggota Direksi dalam rapat;

Tindak lanjut atas hasil pembahasan rapat sebelumnya,
Pembahasanftelaah atas arahan usulan dan/atau tindak lanjut
pelaksanaan atas keputusan Dewan Pengawas terkait usulan Direksi
{apabila ada),

Berbagai pendapat yang terdapat dalam rapat. khususnya dalam
membahas permasalahan wang strategis termasuk yang
meangemukakan pendapat;

Progses pengambilan keputusan;

Keputusan-keputusan yang dihasilkan, dan

10} Dissenting opinion, jika ada. Khusus untuk dissenting epinion ini hanya

tercatat dalam dinamika rapat sebagai dokumentasi perbedaan
pendapal atazs kelidaksetujuan peseria rapat terhadap satu masalah
yang diputuskan. Dissenting opinion tidak dituliskan dalam kesimpulan
rapat namun dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pandapat

Rizalah Rapat Direksi merupakan dokumen BPJS Kesehatan yang penting
sebagai bukti pengambilan keputusan oleh Direksi,
Aspek legalitas dari risalah rapat diatur menurut ketentuan sebagai berikut:

1

2)
3)

4)

3)

B)

Risalah rapat asll wajib ditandatangan: oleh Pimpinan Rapat Direksi,
anggota Direksi yang hadir termasuk Pejabat Struktural yang mewakili
Direksi, dan panulis risalah rapat.

Risalah rapat wajib dilampin surat kuasa yang diberikan khusus oleh
anggaota Dhireksi yang tidak hadir.

Setiap anggota Direksi berhak menenma salinan kesimpulan Rapat
Direksi, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut,
oetiap anggota Direksi yang hadir danfatau yang diwakili dapat
menyampaikan persetujuan, keberatan, dan atau usul perbaikan bila
ada.

Kesekretariatan Badan beriugas membuat Risalah Rapal Direksi.
Dalam hal rapat tidak dilkuli Kesekretariatan Badan atau Pejabat lain
vang ditunjuk oleh Direkiur tama, risalah rapat dibuat oleh salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk dari antara mereka yang hadir,
Rizalah Rapat asli diadministrasikxan secara baik dan wajib disimpan
sebagaimana layaknya dokumen BPJS  Kesehatan oleh
Kesekretariatan Badan dan wajib selalu tersedia bila diperiukan

5. Tindaklanjut Hasil Rapat

Hasil Rapat Direksi selain dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi juga
disampaikan kepada unit kena dan Direksi yang terkait dangan hasil Rapat
Dirgksi tersebut.

Unit kerja yang terkait wajib menindaklanjuti hasil Rapat Direksi

Tindak lanjut disampaikan pada Rapat Direksi berkutnya.
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C. Rapat Gabungan

Rapat Gabungan yaitu rapat Dewan Pengawas dan/atau rapat Direksi yang
mengundang kehadiran baik Dewan Pengawas maupun Direksi.

1.

Tata laksana rapat Dewan Pengawas dan Direksi

a.

Rapat Gabungan disalenggarakan minimal 1 (satu] bulan sskali, baik
sacara fisikk maupun wvirtual, untuk membahas Laporan Pengelolaan
Program

Rapat Gabungan juga dapat diselenggarakan sewaktu-wakiu bilamana
diparukan,

Rapat Gabungan dihadiri cleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi,
Sekretans Dewan Pengawas dan Kesekretanatan Badan.

Rapat Gabungan dapat juga dihadiri oleh pejabat terkaif dan/atau pihak
lain sesuai kebutuhan,

Pada Rapat Gabungan. Sekretaris Dewan Pengawas dan Sekretaris
Badan tidak mempunyai hak bicara, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.
Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas/vang mewakili
atau Direktur Utama‘vang mewakili =sesuai dengan pihak yang
meangundang.

Risalah Rapat Gabungan dibual oleh Sekretaris Dewan Pengawas atau
Sekretaris Badan sesual dengan pihak yang mangundang.

Kuorum Rapat dan Keabsahan Kehadiran

a

Rapat Gabungan adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadin atau diwakili cleh lebih dan ¥ (satu per dua) dan
jumlah Dewan Pengawas dan lebih dari ¥ (satu per dua) dari jumlah
anggota Direksi, baik secara fisik maupun virtual,

Seorang peserta rapat dapat diwakili dalam rapat hanya cleh anggota
Direksi danfatau Dewan Pengawas lainnya berdesarkan kuasa tertulis yang
diberikan khusus untuk keperluan tersaebut,

Seorang peserta rapat hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi
danfatau Dewan Pengawas lainnya

Apabila kuorum repat tidak tercapai, make dilakukan penundaan rapat
selama 15 (ima belas) menit,

Apabila setelah penundaan selama 15 (lima belas) menit kuorum fidak
tercapai, maka dilakukan penundaan rapat kedua selama 15 {lima belas)
menit. Bila kuorum fidak tercapai. dilakukan penjadwalan rapat kembali,

Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

a.

Fembahasan masalah dan pengambilan keputusan oleh Direksi dan
Dewan FPengawas mealalui rapat dilakukan berdasarkan kesepakatan
seluruh peserta rapat

Keputusan Rapat Direksl dan Dewan Pengawas wajib berdasarkan ikiikad
baik, dan perimbangan rasional, setelah melalui pembahasan yang
meandalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup,
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dan bebas dar benfuran kepentingan, zerta dibuat szecara independen
oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Untuk
meanjaga indapendens: dan objektivitas setiap anggota Direksi dan Dewan
Pengawas yang memiliki benturan kepentingan tidak dikutkan dalam
pengambilan keputusan dan satiap benturan kepentingan wajib dicatat
dalam rsalak rapat.

Keputuzan dalam Rapat Direksi dan Dewan Pengawas diamiil secara
musyawarah untuk mufakat Apabila melalui musyawarah tidak tercapai
kesepakatan, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dan
Dewan Pengawas bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab setiap
anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas, termasuk bila ada
perbedaan pendapal [(dissenting opinion), Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Pengawas yang memiliki pendapat yang berbeda tetap memiliki
tanggung jawab melaksanakan hasil rapal secara koleklif kolegial atas
keputusan yang diambidl berdasarkan suara terbanyak Perbadaan
pendapat (dissenting opinion) yang teradi dalam Rapat Direksi dan Dewan
Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapal besera
alasan parbadaan pendapat.

Setiap anggota Direksi danfatau Dewan Fengawas barhak untuk
mengeluarkan 1 (salu} suara ditambah 1 (satu) suara anggota Direksi
dan'atau Dewan Pangawas yang diwakilinya.

Datam pengambilan keputusan Rapal Direksi dan Dewan Pengawas,
apabila jumlah suara setuju dan tidak seluju sama banyaknya, maka
dilakukan penundaan rapal selama 15 {lima belas) menil. Apabila setelah
penundaan belum sepakat. maka keputusan Rapat Direksi dan Dewan
Pangawas adalah sesuai dengan pendapat lerbanyak. Keputusan rapat
Direksi dan Dewan Pengawas menjadi tanggungjawab yang bersifat
kokektif kolegial

4. Risalah Rapat

Rapat Gabungan serta kehadiran masging-masing anggota Direksi dan Dewan
Pengawas wajib dicatat dan didockumentasikan dengan baik,

Setiap Rapat Direksi wajib  dibuatkan risalah rapat. yang wajib

menggambarkan jalannya rapat dan  sekurang-kurangnya wajib

mencantumkan:

11  Acara, tempat, tanggal, wakiu dimulai, dan berakhirnya rapat;

21 Permasalahan yang dibahas {agenda);

3) Daftar nama dan tanda tangan kehadiran;

4) Alasan ketidakhadiran peseria rapat;

51 Tindak lanjut atas hasil pembahasan rapat sebalumnya,

8) Berbagal pendapal yang terdapat dalam rapat, khususnya dalam
membahas permasalahan yang  stralegizs  fermasuk  yang
mengemukakan pendapat;
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7}  Proses pengambilan keputusan;

8) Keputusan-keputusan yang dihasilkan, dan

8) Dhssenting opinion, jika ada. Khusus untuk dissenting opinion ini hanya
tercatat dalam dinamika rapat sebagai dokumentasi perbedaan
pendapat atas ketidaksetujuan peserta rapat terhadap satu masalah
yang diputuskan Dissenting opinion tidak dituliskan dalam kesimpulan
rapat namun dalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat

b. Rizalah Rapat Gabungan merupakan dokumen BRPJS Kesehatan yang
penting sebagai bukti pengambilan keputusan oleh Direksi dan Dewan
Pengawas,

¢ Aspek legalitas dari rigalah rapat diatur menurut ketentuan sebagai benkut:

1) Risalah rapat asli wajib dtandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi
dan Dewan Pengawas, anggola Direksi dan Dewan Pengawas yang
hadir termasuk Pejabat yang mawakili

2) Setiap anggota Direksi dan Dewan Pengawas berhak menenma
salinan kesimpulan Rapat Gabungan, meskipun yang bersangkutan
tidak hadir dalam rapat tersebut.

3y Setiap anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang hadir dan/atau
vang diwakili dapat menyampaikan persetujuan atau keberatannya
dan alau bila ada usul perbaikannya atas risalah rapat tersebut,

4) Risalah Rapat asli diadministrasikan secara baik dan wajib disimpan
sebagaimana layaknya dokumen BPJS  Kesshatan oleh
Kesekretariatan Badan dan wajib selalu tersedia bila diperlukan

5. Tindaklanjut Hasil Rapat
a. Hasil Rapat Gabungan selain dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan
Dewan Pengawas juga disampaikan kepada Kedeputian dan Komite uniuk
ditindakianjuti
b. Tindaklanjut disampaikan pada Rapat Gabungan berkutnya disertai
dengan data’dokumen dukung yang lengkap

Cc. Keputusan Direksi dan Dewan Pengawas di dalam rapat dikomunikasikan
kepada para pinak terkait
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VI. KELENGKAPAN ORGAN BPJS KESEHATAN

A. Kelengkapan Organ Dewan Pengawas

Pembentukan Komite Dewan Pengawas dilakukan sacara selektif sesuai kebutuhan
BPJS Kesehatan paling banyak terdiri atas 3 (tiga)} komite dan paling banyak terdin
atas 5§ (ima) anggota yang berasal selain dan Dewan Pengawas. Ketua/ anggota
komite hdak dapat merangkap jabatan sabagai ketual anggota komite lainnya.

Jumlah komite sebagai kelengkapan organ Dewan Pengawas paling banyak terdin
atas 3 (tiga) komite, paling sedkit komite yang melaksanakan fungsi audit dan
fungsi manajemen risike. Pengisian anggota komite dan kesakretariatan Dewan
Pengawas dilakukan oleh Direksi sesual kompetensi yang dibutuhkan Dewan
Pengawas. Proses rekruitmen dilakukan secara objektf, terencana, terbuka, dan
akuntabel, serta mealibatkan masukan dari Dewan Pangawas

1. Komite Audit
Komite Audit paling sedikit terdini dan 3 (tiga) crang anggota yang berasal dan
profesional dan independen, dan paling banyak terdini atag 5 (lima) anggota
yang berasal selain dan Dewan Pengawas serta diketual oleh salah satu

anggota Dewan Pangawas.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung |awab untuk membantu Dewan
Pengawas dalam melakukan pengawasan, paling sedikit meliputi:

a.

b.
.
d

pengumpulan/penerimaan iuran jaminan kesahatan,

pengelolaan dana jaminan sasial (DJS);

pembayaran manfaat dan/atau pembiayaan pelayanan kesehatan,
penanganan keluhan peserta maupun pengaduan fasilitas pelayanan
kesehatan,

pencagahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam program Jaminan
Kesehatan,

kebijakan dan pelaksanaan manajemen investasi;

pemindahtanganan asat tetap.

afisiansi dan efekiifitas sistem komunikasi dan penegakan kepatuhan yang
dibangun oleh Direksi,

memastikan bahwa aktivitas audit intermal telah dilakukan secara
berkelanjutan, sarta memberikan saran, nasinal dan perimbangan terkait
hasil pangawasan intaernal dan pengawas akstarnal,

hasil pemeriksaan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan
auditor eksternal,

proses pengadaan jasa auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka
penunjukkan auditor eksternal;

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai
penunjukkan KAP yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup
penugasan, dan imbalan jasa;

proses pengadaan jasa akiuans indepanden dalam rangka penunjukan
aktuars indepandean,

mutasi dan penempatan sumber daya manusia;
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o, melakukan pengawasan dan reviu atas rancangan RKAT yang diajukan
Direksi, dan
p.  pengembangan aplikasi teknologi informasi.

Wewenang Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

yaitu

a. mengaksas data dan informasi dalam rangka pengawasan menganai
penyelenggaraan BPJS Kesehatan,

b. melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan unit kerja di lingkungan
BPJS Kesehatan berkatan dengan palaksanaan tugas dan wawanang di
bidang pengawasan,

¢ melakukan penelahaan dan membardkan masukan kepada Dewan
Pengawas dalam rangka pembenan persetujuan Laporan Keuangan dan
Laporan Pengelclaan Program BRPJS Kesehatan Audited;

d.  melakukan penelahaan data dan informasi mengenal penyelenggaraan
BPJS Kesehatan;

e memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dalam rangka pemberan
persetujuan penentuan besaran alokasi Surplus aset BPJS Kesehatan,

f  memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dalam rangka pembenan
perseivjuan atas penghapusbukuan aset tefap;

g. melakukan pendampingan dalam proses audit oleh Kantor Akuritan Publik
{KAPY;

h. memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dalam rangka penstapan
rencana kerja dan anggaran tahunan BPJS Kesehatan;

i.  memberikan masukan kepada Dewan Pengawas dalam rangka pemberian
persefujuan atas ringkasan eksekutif laporan pengelolaan program dan
laporan keuangan yang akan di publikasi; dan

i melakukan kewenangan lain yang dibenkan cleh Dewan Pengawas.

Ketertuan lebih lanjut mengenai tugas, fanggungjawab. dan wewenang
mengacy pada Piagam Komite Audit BPJS Kesehatan

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari 2 (tiga) crang anggota yang
berasal dari profesional dan independen, dan paling banyak terdin atas 5 (lima)
anggota yang berasal selain dari Dewan Pengawas serta diketuail oleh salah
satu anggota Dewan Pengawas

Komite Manajermen Risiko memiiiki tugas dan tanggung jawab untuk membantu

Dewan Pengawas melakukan pengawasan, yang paling sedikit meliputi

a penermaan pendaftaran pasera dan pelaksanaannya,

b pengumpulan dan pengelolaan data peserta program Jaminan Kesehatan,

¢ pemberian informasi mengenal penyelenggaraan program  Jaminan
Kesehatan kepada peserta dan masyarakat;

d, kebijakan perencanaan sirategis serta pelaksanaan kebijakan;

&, kabijakan manajemen risiko BPJS Kesehatan dan pelaksanaannya;

f. kebijakan proges dan penerapan standar pelayanan bagi peserta dan
penerima manfaat serta pelaksanaannya,
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kebijakan pengelolaan sumber daya manusia di BPJS Kesehatan beserta
pelaksanaannya,

sigtem keamanan dan pengelolaan risiko teknologi  informasi  dan
kemunikasi BPJS Kesehatan beserta pelaksanaannya,

penerapan Bussiness Continuity Management di BPJS Kesehatan,
koordinasi dengan manajemen atas rancangan kebijakan BPJS Kesehatan
yang akan dierbifkan;

kendali mutu dan kendali biaya penyelenggaraan program Jaminan
Kesehatan;

manfaat jaminan kesehatan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif, termasuk pelayanan cbat;

memberikan saran perbaikan atas hasil identifikasi nsika yang
disampaikan oleh Direksi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan
program,

hasil reviu aktuaris independen terhadap laporan akiuarns internal tabunan;
kebijakan akiuaria internal dan pelaksanaannya; dan

melakukan reviu atas rancangan rencana strategis yang diajukan Direksi
dan membenkan tanggapan atau masukan.

Wewenang Komite Manajemen Hisiko dalam melaksanakan fugas dan
tanggung jawabnya, yaitu:

g

mengakses data dan informasi dalam rangka pengawasan mengenai
penyelenggaraan BPJS Kesehatan;

melakukan koordinasi dan bekerjasama bersama Direksi dan unit kerja di
lingkungan BPJS Kesehatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenang di bidang pengawasan;

melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Manajemen Risiko
vang diperiukan untuk membaniu pelaksanaan fugas (jika diperlukan},
melakukan penelahaan data dan informasi mengenal penyelenggaraan
BFJS Kesehatam,

memberikan masukan kepada Dewan Pangawas dalam rangka penetapan
rencana strategis BPJS Kesehatan,

melakukan penelahaan dan memberikan masukan kepada Dewan
Pengawas dalam panyelenggaraan BPJS Kesehatan, dan

melakukan kewenangan lain yvang diberikan oieh Dewan Pengawas.

Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola paling sedikit terdiri dan 3 (tiga) crang anggota yang
berasal dari profesional dan independen, dan paling banyak terdiri atas S {lima}
anggota vang beraszal selain dari Dewan Pengawas sena diketuai oleh salah
satu anggeta Dewan Pengawas.

Komite Tata Kelola memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu
Dewan Pengawas, paling sedikit meliputs:

Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola yang Baik pada
seluruh aspek tata kelola.
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b. Melakukan pengawasan atas kebijakan Tata Kelola yang Baik.

c. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Pengawas dalam
rangka penyempurnaan kebijakan dan penerapan Tata Kelola yang Baik.

d, Menyusun Pedoman Tata Kelola yang Baik pada lingkungan kerja Dewan
Feangawas.

e. Menyusun Pedoman Tata Kelola yang Baik BPJS Kesehatan bersama
Direksi.

f.  Menyusun pedoman penilaian kinerja Dewan Pengawas.

g. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Tata Kelola yang Bak di
lingkungan Dewan Pengawas.

h. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan serla target kKinena
Komite Tata Kelocla.

i,  Menyusun laporan peranggungjawaban Komie Tata Helola dan
dizampaikan kepada Dewan FPengawas.

Weweanang Komite Tata Kelola dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya, yaitu:

a. Menerima laporan penarapan Tata Kelola yang Baik yang dilakukan setiap
tahun dari Direksi.

b, Menerima maupun mengakses data dan formasi dalam rangka memeanuhi
dokumen Tata Kelola vang Baik dari Sekretariz Dewan Pengawas.

¢,  Melakukan kewenangan lain yvang diberikan oleh Dewan Pengawas.

B. Kelengkapan Organ Direksi

Diraksi membentuk organ BPJS Kesehatan yvang dapat membantu dan mendukung
Direks: baik di kantor pusat maupun di kantor parwakilan operasi BPJS Kesahatan,
dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya program Jaminan Kesahatan.

Organ BPJS Kesahatan di tingkat pusat adalah Kedeputian Bidang atau nama yang
sejenis berikut perangkatnya dan kartor perwakilan adalah Kedeputian Wilayah
atau nama sejenis, Kantor Cabang atau nama sejenis dan perangkatnya. Apabila
diperiukan, Direksi dapat membentuk komite sesuai kebutuhan yang ditetapkan
mealalul Keputusan Direksi.

1. Kedeputian Bidang dan Wilayah
Kedeputian Bidang atau nama lain yang dimaksudkan sama adalah unit kerja
di Kantor Pusat yang berperan sebagal perumus kebijakan internal maupun
eksternal BPJS Kesehatan serta menjalin kemitraan strategis dengan institusi
di tingkat pamerintah pusat. Kedeputian Bidang pada BPJS Kesehatan adalah
Deputi Direksi yang diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada
Direksi.

Kedeputian Wilayah atau nama lain yang dimaksudkan sama adalah satuan
kerja perwakilan BPJS Kesehatan yang berkedudukan di ibukola provinsi yang
berperan sebagai koordinator unit kerja pelaksana kebijakan Kantor Pusat di
wilayah kerna tertentu. Kedeputian Wilayah pada BPJS Kesehatan diangkat,
diberhentikan, dan beranggungjawab kepada Direksi,
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2. Satuan Pengawas Internal

Direksi membentuk unit kerja yang memiliki fungsi pengawasan intemal uniuk
memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif,
dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional BPJS
kesehatan, melalui pendekatan yang sistematis. dengan cara mengevaluasi
dan meningkatkan efektivitas Tata Kelola yang Baik, manajemen nisiko,
pengendalian internal, kepaiuhan, dan proses bisniz Tata Kelcla yang Baik
BPJS Resehatan. Fungsi pengawasan internal dipimpin oleh seorang Kepaia
Satuan Pengawas Internal. Fungsi pengawaszan intemal paling sediki terdapat
1 {satu) crang pengawas internal atau lebih, disesuaikan dengan besaran dan
tingkat kompleksitas kegiatan BPJS Kesehatan, serta berfanggung jawab
kepada Deputi Direksi Bidang Pengawasan internal,

Kepala Satuan Pengawas Internal pada BFJS Kesehatan adalah Deputi Direksi
Bidang Pengawasan Intemal diangkat, diberhentikan, bertanggung jawab
secara struktural kepada Direktur Utama, dan bertanggung jawab secara
fungsional pengawasan kepada Dewan Fengawas.

Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan tanggung jawab, yang meliputi:

a8 pemeriksaan khusus dan/atau investigasi atas indikasi pelanggaran,
kecurangan, penyimpangan dan/atau atas permintaan dari Direkiur LtHama,

b. pemastian ataz kesesuaian kinerja furngsi bisnis dalam organisasi,
efektivitas manajemen rizsiko, kecukupan pengendalian intarnal, kualitas
Tata Kelola yang Baik, zerta kepatuhan organisasl pada ketentuan dan
perundang-undangan terhadap pencapaian sasaran sirategis organisasi,

c. pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekomendasi guna
perbaikan berkelanjutan guna memastikan pencapaian sasaran strategis
organisasi;

d. pemastian independensi dan peningkatan kualitas pengawaszan intarmnal
serta pengawas internal vang terukur sesuai dengan standar pemeriksaan
profesi audit intermal yang berlaku;

g. pelaporan penyelenggaraan fungsi pengawaszan internal dan  hasil
pengawasan infemal kepada Direkiur Utama, Dewan Pengawas dan
Auditan secara tepat wakiu; dan

. memaiuhi Kode Etik BPJS Kesehatan dan Piagam Pengawas Internal
BPJS Kesehatan (audi internal charter)

Wewenang Satuan Pengawas Intermal dalam melaksanakan tugas dan

tanggung jawabnya, yaitu:

& Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PEPT) yang disusun dengan memperimbangkan risiko dan perencanaan
kebutuhan sumber daya Pengawas internal yang didasarkan pada analisis
beban kerja;

b. Menyusun rencana pengembangan kompetensi Pengawas internal secara
berkelanjutan,
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c. Memperoleh akses secara penuh dan fidak terbatas terhadap seluruh
fungsi bisnis, sistem informasi, dokumentasi dan catatan, aset fisik dan
sumber daya vang berhubungan dengan pelaksanaan fugas dan fungsi
Pengawasan Internal;

d  Mengalckasikan sumber daya, menetapkan frekuensi, menentukan obyek
dan lingkup pengawasan, menerapkan pendekatan pengawasan internal
berbasiz risiko, serta menerapkan i{eknik-teknik pengawasan yang
dipariukan;

e. Memperoleh asisiensi yang diperiukan dan fungsi bisnis lainnya, termasuk
jaza spesialis dan pihak-pihak di luar BPJS Kesehatan,

f.  Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Pengawas
danfatau Komite Audit;

g Mengadakan rapat baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal dengan
Direksi, Dewan Pengawas, danfatau Komite Audit, dan

h. Melakukan koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawas eksternal
dan pihak terkait lainmya.

Untuk menjamin efekiivitas pelaksanaan fungsi pengawas intermnal, perlu
dibangun koordinagi dan hubungan kerna yvang baik antara Satuan Pengawas
Internal dengan Awuditan, Dewan Pengawas, dan |Lembaga Pengawas
Eksternal sebagai berkut:

1}  Hubungan dengan Auditan

a) Auditan wapb mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
internal dengan menyediakan dan menyajkan datanformas: yang
relevan dengan kebuluhan penugasan

b) Auditan wajib menindaklanuti leporan hasil pengawasan internal
sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya memasiikan
kesesusian kinerja fungsi bisnis dalam organisasi, efektivitas
manajemen risiko, kecukupan pengendalian intemal, kualitas Tata
Kelola yang Baik, serta kepatuhan organisasi pada ketentuan dan
perundang-undangan  terhadap pencapaian sasaran strategis
organisasi

2} Hubungan dengan Dewan Pengawas

Satuan Pengawas Intemal melaksanakan koordinasi untuk membantu

pelaksanaan pengawasan yvang dilaksanakan Dewan Pengawas melalui

Komite Audit Bentuk koordinasi Satuan Pengawas Internal dilakukan

melalu

a) Meminta masukan dalam penyusunan Program Kerja Tahunan,

b} Melaksanakan pembahasan sekurangnya sekali zetahun perihal hasil
pelaksanaan pengawasan,

e) Melaksanakan konsultasi untuk membahas hal-hal material yang
dijumpai dari pelaksanaan pengawasan.

d) Menyediakan data dan informasi yang diperiukan oleh Komite Audit

&) Melakukan koordinas: dengan Komite Audit mencakup lingkup, peran,
tanggung jawab, stalus dan fungsi pengawasan infernal dalam Piagam
Adldit.
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3) Hubungan dengan Lembaga Pengawas Eksternal

Satuan Pengawas Internal berperan sebagai counterpart atau mitra kerja

sabatas dalam pelaksanaan lugas pengawasan oleh Lembaga Pengawas

Ekstarmal, Bentuk koordinasi dilakukan melalul:

a) Penyediaaan informasi umum yang dibutuhkan perihal BPJS
Fesahatan

B Mamfasiltas: koordinasi dan perolehan data dan unit kerja lain.

¢}  Memfasiltasi unit kena lain dalam pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi dan Auditor Eksternal,

3. HKesekretariatan Badan
Direksi membentuk Kesekretariatan Badan untuk menyvelenggarakan program
kerja terkait bidang fungsi kesekretariatan badan dan fungsi hubungan
masyarakal. Kepala Kesekretariatan Badan pada BPJS Kesehatan adalah
Sekretaris Badan yang diangkat, diberhentikan, dan bertanggungjawab kepada
Direktur Utama.

Kesekretariatan Badan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu

Direksi, meliputi namun tidak terbatas pada:

a Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka pemenuban
keterbukaan informasi sesuai dengan prinsip Tata Kelala yang Baik,

b. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan
terkait pelaksanaan jaminan kesehatan cleh BPJS Kesehatan,

. Mengatur jadwal dan agenda Rapat Direksi dan Rapat Gabungan sesuai
kebutuhan Direksi.

d. Menyelenggarakan dan menyusun risalah rapat yang dihadiri Direks:
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan BPJS
Kesshatan

e.  Menindaklanjuti setiap keputusan yang dihasilkan dalam Rapat Direksi dan
Rapat Gabungan kepada masing-masing unil kerja yang bertanggung
jawab ferhadap penerapan keputusan terkait

f.  Merumuskan dan menyusun kebiakan dan pedoman protokoler,
administrasi, dokumeniasi dan komunikasi intemnal organisasi, termasuk
komunikasl dengan Dewan Pengawas dan kelengkapan organ Dewan
Pengawas, serta pembuatan dan pendistribusian media internal BPJS
Kesahatan.

g. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap fungsi dan kegiatan
hubungan internal di Kedeputian Wilayah

h.  Mengukur tingkat efektivitas Kinerja Kesekretariatan Badan dan peran
Sekretaris Utama dalam bentuk survei internal.

I Mengeiola dokumen BPJS Kesehatan, termasuk pengumpulan kebsdjakan,
nisalah rapat Direksi, nsalah rapat gabungan dan kebijakan penting lainnya
terkait dengan BFJS Kesehatan

Wawenang Kesekretanatan Badan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnva, yaltu:

a  Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Unit Kerja, Kantor
Wilayah, Dewan Pengawas dan/atau Kesekratariatan Dewan Pengawas
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b Mengadakan rapat (baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal) dengan
Direksi dan/atau Dewan Pengawas.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Badan, peru
dibangun koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan Direksi, Pemangku
Kepentingan Internal dan Eksternal, Pemerintah.

Wamasiran Tebn &
LesTeiga hegada

| g Hasdapunise sy L SHan Fengaesy
' Wansbplarifan Sadan i «| Vikayish it

LT g g

Gambar 3. Tata hubungan kerja Kesskretanatan Badan

4. HKesekretariatan Dewan Pengawas

Kesekretariatan Dewan Pengawas dibentuk oleh Direksi sebagai bentuk
pemanuban sarana bagl Dewan Pengawas untuk melaksanakan furgsi
pengawasan o BPJS Kesehatan. HKesekretariatan Dewan Pengawas
bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas terkait pelaksanaan pendukung
pengawasan dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terkait
pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia yang memiliki fungsi
administras: ketersediaan anggaran dan pendukung pelaporan pengawasan
Dewan Pengawas, sarfa menjamin ketersediaan fasiitas dan akses bagi
Dewan Pangawas.

Kesekratanatan Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk

membantu Dewan Pengawas, paling sadikit maliputi:

a. Memfasilitasi dan membangun komunikasi dan hubungan yang baik antara
Dewan Pengawas dan Direksi,

b, Meamfasilitasi kagiatan Dewan Pengawas guna mendukung
panyalenggaraan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan
Pengawas BPJS Kesehatan;

¢. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekrefariatan dalam lingkungan
Dewan Pengawas;

d. Menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas mencakup penyiapan dan
pengiriman undangan, penyampaian materi rapat, serta pembuatan risalah
rapat, serta tugas-tugas lain yang terkait,

e Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Pengawas serta
menginmkan hasi-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, dan
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f. Penugasan lain dari Dewan Pengawas sepanjang penugasan tersebut
dalam rangka mendukung tugas pengawasan dan menjaga kerahasiaan
dokumen, data dan informasi BPJS Kesahatan,

Wewenang Kesekraetanatan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya, yaitu berkoordinasi dengan unit kerja yang menjalankan

fungsi Kesekretariatan Badan dalam rangka pengumpulan data dan informasi
terkait pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas
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Vil. AREA TATA KELOLA YANG BAIK
A. Perencanaan

1. Rencana Strategis
Rencana Sfirategis yang disusun okeh BPJS Kesehatan harus selaras
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Masional (RPJMN).
Rencana strategis BPJS Kesehatan memuat arah kebijakan pengelolaan
asat jaminan sosial kesahatan termasuk rancangan mencana strategis
investasi vang akan dilakzanakan oleh BPJS Kesehatan untuk jangka wakiu
5 (lima) tahumn.

Penyvusunan rencana strategis dilakukan dengan memperdimbangkan
kapabilitaz organisasi dan dinamika lingkungan eksternal yang
mempengaruhi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

a Struktur

1) BPRPJS Kesehatan wajib memiliki rencana strategis BPJS Kesahatan
o (lima) tahun kedepan

2} BPJ3S Kesehatan wajib memiliki kebijakan penyusunan dan
penetapan rencana strategis.

b, Mekanisme

1} Direksi menetapkan kebijakan penyusunan rencana strategis BPJS
Kesehatan

2} Dewan Pengawas menetapkan mekanisme penetapan rencana
strategis.

2} Direksi dan Dewan Pengawas melakukan harmonisasi terkait
kebijakan penyvusunan rancangan rencana sirategis dan penetapan
rencana strategis.

4} Direksi menyusun rancangan rencana siralegis sesual kebijakan
yang telah ditetapkan.

@) Direksi menyampaikan usulan rancangan rencana sirategis kepada
Dewan Pengawas

&) Dewan Pengawas menetapkan rancangan rencana sirategis yang
diajukan Direksi menjadi rencana strategis BPJS Kesehatan,

7} Direksi dan Dewan Pengawas melakukan reviu tengah periode
(mid-ferm  review) atas pelaksanaan rencana strategis BPJS
Kesehatan

8} Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan
kepada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan rencana strategis

2. Rencana Kerja Anggaran Tahunan
Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Kesehatan yang selanjutnya
disingkat REKAT adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan
penyelenggaraan proegram Jaminan Kesehaian yang disusun oleh Direksi.
Penyusunan REAT mengacu pada rencana siraiegis BFJS Kesehatan.
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RKAT menjadi pedoman bagi BPJS Kesehatan dalam melakesanakan
program kerja selama satu tahun

Penyusunan RKAT BPJS Kesehatan dilakukan dengan mempartimbangkan
juga dinamika lingkungan eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan
program Jaminan Kesahatan

8.  Strukiur

1) BPJS Kesshatan wajib memiliki RKAT BPJS Kesehatan.

2) BPJS Kesehatan wajib memiliki kebijakan penyusunan dan
penetapan REKAT

31 Dewan Pengawas dan Direksi beranggungjawab atas alokasi
anggaran masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam RKAT.

b. Mekanisme

1) Direksi menetapkan kebijakan penyusunan RKAT BPJS Kesehatan

2) Dewan Pengawas menetapkan mekanisme penstapan RKAT BPJS
Kesehatan

3) Direksi dan Dewan Pengawas melakukan harmonisasi terkait
kebijakan penyusunan dan penetapan RKAT BPJS Kesehatan,

4) Direksi menyusun rancangan RKAT sesuai kebijakan yang telah
ditetapkan. .

5) Direksi menyampaikan usulan rancangan RKAT kepada Dewan
Pengawas. .

B) Dewan Pengawas dan Direksi melakukan pembahasan bersama
(desk review) terkait rancangan RKAT BPJS Keseshatan yang
disampaikan oleh Direksi

7) Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan
atas rancangan RKAT yang diajukan oleh Direksi,

B) Dewan Pengawas memberikan persetujuan rancangan RKAT untuk
disampatkan kapada Menter Keuangan.

8) Direksi mengajukan usulan persentase dana operasional kepada
Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan dengan melampirkan rencana kerda
anggaran tahunan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
angka B .

10) Dalam hal rancangan RKAT sebagaimana dimaksud pada angka 8
belum mendapat persetujuan oleh Dewan Pengawas, maka Direksi
dapat menyampaikan usulan persentase dana operasional dengan
melampirkan rancangan RKAT kepada Menteri Keuangan.

11} Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya
Dewan Pengawas belum menetapkan RKAT, Direksi dapat
melaksanakan program kera dengan menggunakan alokasi
anggaran tahun sebelumnya.
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12) Ketentuan mengenai pengelolaan dan  peranggungjawaban
anggaran Dewan Pengawas dan Direksi diatur kebih lanjut dalam
Peraturan Direksi.

13} Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, dan perfimbangan
kepada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan REAT

B. Aktuaria

BPJS Kesehatan perlu melakukan perhitungan aktuaria dalam rangka menjaga
keberlangsungan program Jaminan Kesehatan.

1. Struktur

a. BPJS Kesehatan perlu memiliki akiuaris internal yang diangkat dan
diberhentikan oleh Direksi untuk melakukan perhitungan aktuaria seria
kajian aktuaria secara periodik atas program jaminan kesehatan,

b. BPJS Kesehatan wajib memiliki kebijakan pengelolaan aktuaria,

c. BPJS Kesehatan wajib membentuk cadangan teknis berdasarkan
perhiturigan aktuaria.

2. Mekanisme
a. Direksi menatapkan kebijakan aktuaria program Jaminan Kesehatan.
b. Direksi menetapkan kebijakan perhitungan cadangan teknis.

. Aktuaris Badan melakukan perhitungan cadangan feknis dengan
menghitung nisiko atas pembayaran klaim manfaat

d. Aktuaris internal melakukan analisa dan proyeksi perhitungan aktuaria
untuk menjaga keberlangsungan program Jaminan Kesshatan BPJS
Kesehatan secara berkala dan terdokumentas: memadai.

g. Aktuariz internal menyampaikan laporan akiuarns tahunan ke OJK vang
ditanda tangani oleh aktuaris intemal.

f. Laporan aktuars tahunan ditelaah (direviu) dan dinilai kewajaran
penyajiannya cleh akiuaris independen yang lidak terafiliasi dengan
manajemen BPJS Kesehatan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun

g. Laporan aktuans memenuhi standar praktik aktuara yang ditetapkan
cleh asosiasi akluans yang diakui oleh Kementenan Keuangan dan
disampaikan secara periodik kepada Direksi

h. Laporan akiuars tahunan disusun dan dilaporkan kepada OJK oleh
aktuaris internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i, Rekomendasi dalam laporan aktuaris tahunan ditindaklanjuti oleh
Criraksi.

j. Dewan Pengawas membearikan saran, nasihat, dan pertimbangan
kepada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan tata kelola aktuaria.

C. luram

luran jaminan kesehatan adalah sajumlabh wang yang dibayar secara teratur oleh
Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan
Kesehatan. Tata kelola iuran mencakup perhitungan, pencatatan, dan penagihan
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iuran dan denda dimana palaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan,

1. Struktur
a. Direksi meamiliki kebijakan dan sistem pangumpulan dan penagihan
iuran

b. Direksi membentuk unit kerja pengumpulan iuran untuk mengelola,
mengumpulkan, mencatal, dan melaporkan pengumpulan dan
penagihan iuran dar Peserta, Pemberi Kerja, dan Pemerintah.

2. Mekanisme

a, Direksi menetapkan kebijakan pengumpulan dan penagihan luran.

b. Direksi membangun sisterm pengumpulan dan penagihan juran sesual
dengan ketentuan yang berlaku, didukung oleh teknologi infermasi yang
andal, standar operasional prosedur dan SLA yang memadai, serta
merujuk pada praklik terbaik dan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas
penyelenggaraan jaminan kesahatan.

c. BPJS Kesehalan dapal bekerjasama dengan pemeriniah, badan hukum
yang bergerak dibddang keuvangan, atau pihak [ain dalam membantu
proses pengumpulan dan penagihan luran melalul sisterm sesuai
peraturan perundang-undangan.

d. BPJS Kesahatan mencatal dan managih tunggakan uran.

& Katentuan mengenal pancatatan dan penagihan juran mangacu kepada
peraturan parundang-undangan.

f.  Pelaporan luran berdasarkan segmen untuk mengetahul jumilah iuran
program Jaminan Kesahatan yang terkumpul ditakukan secara penodik
minimal 1 {satu) bulan sekall,

g. Dewan Pengawas membernkan saran, nasihat, dan pefimbangan
kapada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan dan
penagihan iuran dari Pesarta, Pemberi Kerja, dan Pemenntah

D. Pelayanan Peserta

Layanan yang diberikan kepada peserta mudah diakses, efisien. berorientasi
kepada peserta, memiliki mutu layanan yang konsisten dan dapat diandalkan
serfa didukung standar operasional prosedur sesuai dengan keteniuan regulasi
terkait

1. Strukiur

a. BPJS Kesehatan memiliki kebijakan dan sistem pendaftaran, pemberian
informasi, dan standar pelayanan paserta

b. Direksi membentuk unit penanganan pengaduan peserta dan
pemberian informasi guna mengimplamentasikan sistem pengaduan
peseria berbasis pada standar pelayanan pesarta.
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2. Mekanizsme

a. Direksi menetapkan kebijakan sistem pendaftaran, sistem pembearian
informasi, dan standar pelayanan peseria.

b. Direksi mengembangkan sistemn pendafiaran, sistem pemberian
infermasi, dan standar pelayanan peseria,

c.  Standar Pelayanan Pesera dimplementasikan cleh seluruh unit kKerja
dengan berorientasi pada kualtas pelayanan untuk meningkatkan
kepuasan peseria.

d. Unit Penanganan Pengaduan menindaklanjuti pengaduan yang
disampaikan dengan mengacu pada standar pelayanan peseria,

e, BPJS Kesehalan melakukan survel secara berkala untuk mengukur
kepuasan pesera terhadap kualtas layanan

f. Dalam rangka meningkatkan kepuasan peseria, BFJS Kesehatan
mengembangkan Teknologi Informasi layanan peserta.

g. Dewan Pengawas memberikan saran, nasihal, dan perimbangan atas
kebijakan dan pelaksanaan sistem pendaftaran, pemberian informasi,
dan standar pelayanzan peserta

E. Penjaminan Manfaat

Dalam rangka mewujudkan ierselenggaranya pemberian jaminan untuk
memenuhi kehidupan yang layak bagi pesena dan anggota keluarganya, BPJS
Kesehatan menerapkan prinsip ekuitas dalam menyelenggarakan sistem
jaminan kesehatan

1. Struktur
a. BPRJS Kesehatan memiliki kebijakan penjaminan manfaat kepada
Peserta,

b. BPJE Kesehatan memiliki kebijakan dan sistem pembayaran manfaat
kepada fasilitas kesehatan.

c. BPJS Kesehatan memiliki kebijakan dan standar kontrak kerjagama
dengan fasiltas kesshatan dan kesepakatan kerjasama dengan
asosiasi fasilitas kesehatan

d BPJS Kesehatan memiliki sistem kendali mutu pelayanan jaminan
kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh sesuai standar mutu
fasilitas kesehatan dan standar pelayanan kesehatan

e BPJS Kesehatan memiliki tim kendali mutu kendali biaya.

2. Mekanisme

a. Direksi menetapkan kebijakan penjaminan manfaat kepada Peserta

b. BPJS Kesahatan dan asosiasi fasilitas kesehatan wilayah manetapkan
besaran pembavaran manfaal kepada fasilitas kesehatan berdasarkan
kezepakatan.

c. Direksi menetapkan kebijakan pembayaran fasilitas kesahatan
berdasarkan kontrak kerjasama antara BPJS Kesshatan dengan
fasilitas kesehatan

d. Direksi mengembangkan sisiem pembayaran manfaat kepada fasilitas
kesehatan
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e. Direksi menetapkan standar kontrak kerjasama dengan fasilitas
kesehatan dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

f  Direksi menstapkan kebijakan sistern kendali mutu dan kendali blaya.

g. Direksi membentuk tim kendali mutu kendali biaya.

h. Direksi memastikan sistem kerjasama dengan fasiitas kesshatan
dilaksanakan sesuai dengan pringip Integritas, profesional, dan
responsibilitas.

i. Direksi memastikan Peserta mendapatkan penjaminan manfaat sesuai
haknya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i. BPJS Kesehatan membangun hubungan kerasama dengan fasilitas
kesehatan yang dilakukan berdasarkan prinsip integritas dan
profesional.

k. Dewan Pengawas memberikan saran, nasthat, dan perdimbangan atas
kebijakan dan pelaksanaan sistem penjaminan manfaat

F. Teknologi Informasi

Tata kelola teknologi informasi merupakan usaha mensinergikan peran teknologi
informasi dan tata kelola organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan BRPJS
Kesehatan. Penerapan tata kelcla teknologi informasi yang efektif akan
meningkatkan produkiifitas serta mendukung strategi dan tujuan BPJS
Kesehatan.

1.  Strukiur

BPJS Kesehatan memiliki kebijgkan dan tata kelola teknologi informasi yang

meliputi sekurang-kurangnysa:

a. Pembentukan struktur organisasi sistem informas,

b. Penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau
perintah kera untuk setiap fungsi; dan

¢, Manajemen pengamanan data dan manajemen insiden.

2  Mekamsme

a. Direksi menetapkan kebijakan tata kelola teknologi informasi dengan
menggunakan kerangka kera sesual standar yang berlaku secara
internasicnal (IS0 dan COBIT),

b, Direksi memastikan tata kekola teknologl informas dilaksanakan secara
optimal

c. Direksi menetapkan struktur organisasi teknologli informasi yang
memiliki tugas dan tanggung jawab utama terhadap pengelolaan
teknologi informasi BPJS Kesehatan.

d. Direksi membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi untuk
mamastkan penerapan tata kelola teknologl informasi berdampak
terhadap peningkatan kinerja BPJS Kesehaian dalam mendukung
program strategis dan sasaran yang telah ditentukan

e Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat dan pertimbangan atas
kebijakan dan pelaksanaan tata kelola teknologl informasi,
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. Data dan Infarmasi

BPJS RKesehatan diamanatkan untuk mengelola data dan informasi seria
barkewajiban untuk memberikan data kepada pemangku kepentingan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain i, BPJS Kezsahatan juga diberikan amanat untuk menjaga kerahasiaan
data yvang diperoleh, dikumpulkan, diclah, dan dianalisis; menggunakan data
sesual kebutuhan dan melindungi data beserta dokumen yang memuai data
pripadi; sera bertanggung jawab atas data yang fterdapat dalam
penguasaannya.

1. Strukiur

a. BPJS Kesehatan memiliki kebijakan tata kelola data dan informasi

b. BPJS Kesehatan memiliki database terpadu yang digunakan untuk
mendukung pengembangan jaminan kesehatan,

c. BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga
kerahasiaan data dan informasi peserta program Jaminan Kesshatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Mekanisme

a. Direksi menetapkan kebijakan pengelolaan data dan informasi.

b,  Direksi melakukan pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan
nilai tambah,

. Direksi memberikan akses data dan informasi kepada pemangku
kepentingan sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
Penyvampaian data dan informasi tetap memperimbangkan peraturan
yang berlaku dan pedoman ftentang keamanan dan kerahasiaan data
dan informasi

d. Direksi melakukan kerjazsama dengan mitra strategis dalam rangka
mendapatkan nilai tambah atas data dan informasi yang dikelola sesuai
peraturan perundang-undangan.

e. Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat dan peartimbangan atas
pengelolaan data dan informasi,

H. Investasi

Direksi mengelola aset BPJS dan aset Dana Jaminan Sesial dengan cara
investasi melalul instrumen investasi yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. BPJS Kesehatan, sebagai badan hukum publik, memiliki mandat
untuk mengelola investasi dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehati-habian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Direksi memiliki keahlian teknikal yang memadal dalam mengelola risiko
investasi dan bertanggung gugat ferhadap potensi kecurangan atas pengelolaan
investasi di lingkungan BPJS Kesahatan.
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1. Siruktur

a. BPJS Kesehatan memilikl kebijakan dan sistem pangelolaan investasi.
k. BPJS Kesehatan memilikl Komite Investasi.

2 Mekanisme

a. Direksi menetapkan kebijakan dan pengaelolaan investas: asat jaminan
sosial kesehatan
b. Direksi mengembangkan sistem pengelolaan investasi
Direksi membentuk komite invastasi
Direksi memastikan komite investasi melakukan fungsi pengelolaan
investasi sesuai dengan kebijakan pengelolaan investasi aset jaminan
sosial kesehatan
g Dalam mengeloda investasi, Direksi dibantu komite investasi melakukan:
1) analisiz terhadap nsiko mvestas: serta rencana penanganannya
dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi.
2] kajian yang memadal dan terdokumentasi dalam menampatkan,
mempertahankan, dan melepaskan investas.
f Dewan Pengawas menerima laporan pelaksanaan pengelolaan
investas| secara berkala dar Direksi untuk ditelaah
0. Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan atas
efektivitas pengelolaan investasi berdasarkan laporan pelaksanaan
pengelolaan investasi

an

. Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek
likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai

1. Struktur
a. BPJS Kesehatan memiliki kebijakan dan sistem pengadaan barang dan
jasa.

b. BPJS Kesehatan memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan aset.

c. Direksi memastikan pangelolaan aset dikelola sesual dengan prinsip
integritas, kehati-hatian, efisian, dan afektif.

d. BPJS Keszehalan memiliki kebljakan dan sistern akuntansi.

2. Mekanismea

a, Direksi menatapkan kebijakan dan mengembangkan sistem
pengeloiaan aset.

b. Direksi menetapkan kabijakan dan mengembangkan sistem pangadaan
barang dan jasa.

. Direksi menstapkan kebijakan dan mengembangkan sistem akuntansi

d. Direksi melakukan pencatatan aset sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku

e, Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, dan perbimbangan atas
kebijakan dan pelaksanaan pengeiclaan asei, pengadaan barang dan
jasa dan, sistem akuntansi,
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J. Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

BPJS Kesehatan meambangun organizas! yvang unggul dengan didukung oleh
sumber daya manusia (S0OM) yang sesuai baik sacara kuantitas maupun
kualtas, Hadirnya organisasi BPJS Kesshatan yang unggul merupakan jaminan
atas fercapainya program Jaminan Kesehatan kedepan. Untuk itu, BPJS
Kesahatan perlu membangun tata kelola organisasi dan sumber daya manusia
yang berintegritas dan profesicnal,

1.  Struktur

a. BPJS Kesahatan memiliki struktur organisasi,

b, BPJS Kesehatan memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan dan
pengembangan SOM.

c. BPJS Kesashatan memiliki kebijakan dan sistem remunarasi.

d. BPJS Kesehatan memiliki kebijakan dan sistem Kesehatan dan
Kesalamatan Kerja.

2. Mekanisme

a. Direksi manetapkan struktur dan pangembangan organisasi.

b, Direksi menetapkan kebljakan dan mengembangkan sislem
pengelolaan dan pengembangan SDM.

. Direksi menetapkan kKebijakan dan mengembangkan sislem
FEMUNerasi.

d. Direksi menetapkan kebijakan dan mengembangkan sistem kesehatan
dan keselamatan kerja.

& Diraksi melakukan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan
organisasi dan SDM.

f. Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, pertimbangan kepada
Direksi atas kebiakan dan pelaksanaan pengelolaan dan
pengembangan organisasi dan SDM,

K. Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Kecurangan adalah tndakan yang dilakukan dengan sengaja untuk
mendapatkan keuntungan finansial dan program Jaminan Kesehatan dalam
Sistem Jaminan Sosial Nasional melalul parbuatan curang yang tidak sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyalahgunaan
pelayanan kesehatan yang disebabkan karena perilaku pemberi pelayanan

kesehatan,
1. Struktur
a BPJS HKesehatan memiliki kebijakan dan sistem pencegahan
kecurangan.

b. BPJS Kesehatan memiliki im pencegahan kecurangan (fraud).
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2. Mekanisme

a. BPJS Kesehatan mengembangkan sisltem pencegahan kecurangan
(fraud) melalui:

1} penyusunan kebijgkan dan pedoman pencegahan kecurangan
{fraud),

£} pengembangan budaya pencegahan kecurangan (fraud);

3} pengembangan pelayanan kesehatan yang berorientas: kepada
kendali mutu dan kendali biaya, dan

4} pembentukan fim pencegahan kecurangan (frawd)

b. Direksi melalui tim pencegahan kecurangan melakukan wupaya
pencegahan dari segala benfuk tindak kecurangan (freud) dalam
penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

c. Tim Pencegahan kecurangan menyusun laporan pencegahan
kecurangan secara berkala

d. Direksi mengembangkan sistem untuk melakukan deteksi potensi
kecurangan dengan dukungan sistem teknologi informasi.

e, Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan
kepada Direksi atas kebijakan dan pelaksanaan pencegabhan tindak
kecurangan (e

L. Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

1. Manajemen Risiko
BFJS Kesehatan menerapkan pengelclaan rizike sesuai dengan tujuan,
kebijakan, dan kompleksitas penyelenggaraan jaminan  kesehatan.
Pengelolaan risiko diaksanakan selaras dengan perencanaan BPJS
Kesehatan.

a Struktur

1} BFJS Kesehatan memiliki kebijakan dan sistem manajamen nsiko.
2} Direksi memiliki unit kerja yang bertanggung jawab terhadap fungsi
pengelolaan risiko.

B Mekanisme

1} Direksi menefapkan kebijakan dan mengembangkan sistem
manajemen risiko

2] Seluruh wnit kerja menerapkan manajemen risiko  dengan
mengideniifikasi, menilai, memaniau dan mengelola risiko yang
dihadapi cleh BPJS Kesehatan secara efektif

3) Dewan Pengawas dan Direksi bersama-sama membangun budaya
risiko.

4) Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat dan pertimbangan
atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risika.
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2. Pengendalian Internal

BPJS Kesehatan berfanggungjawab menciptakan dan memaelihara sistem
pengendalian internal yang efektf guna menjamin terwujudnya program
Jaminan HKesehatan yang akuntabel dan sejalan dengan peraturan
perundang-undangan yang berdaku.

Pensrapan pengendalan internal yang efektif dan efisien memberikan
keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Jaminan Kasehatan
dijalankan sesuai dengan asas dan prinsip Sistem Jaminan Sosial Masional
dan peraturan perundang-undangan.

a  Struktur

3) BPJS Kesshatan memiliki kebljakan sistem pengendalian internal
yang mencakup:
al lingkungan pengendalian internal yvang disiplin dan terstrukiur;
by aktivitas pangendalian internal; dan
¢} monitoring dan pelaporan atas penilaian kualitas sistem

pangendalian internal termasuk fungsi audit internal.

4) BPJS Kesehatan memiliki unit kerja yang memiliki fungsi

pengendalian internal.

b,  Meakansme

1) Direksi menetapkan kebijakan dan mengembangkan sistam
pengendalian internal.

2) Direksi memastikan seluruh unit kerja melaksanakan sistem
pengandalian intermnal sesua: peraturan perundang-undangan.

3) Satuan Pengawas Internal melakukan pemeriksaan penerapan
sistarn  pengendalian  internal secara  independen  dan
menyampaikan hasil pemernksaannya kepada Direksi dan Dewan
Pengawas.

4) Direksi dan Dewan pengawas memantau tindak lanjut temuan dan
rekomendasi penilaian efektifitas.

5) Dewan Pengawas memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan
atas kebijakan danfatau efeklivitaz pelaksanaan sistem
pengendalian intemal.
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Vill. KODE ETIK BPJS KESEHATAN

BPJS Keszehatan sebagai badan hukum publik yang menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik secara konsisten dan
berkelanjutan dalam setiap kegiatan baik operasional maupun nen-cperasional pada
seluruh tingkatan atau jenjang di BPJS Kesehatan. Adapun dalam melaksanakan
fungsi, fugas, dan wewenangnya, setiap organ BFJS Kesehatan wajb menerapkan
Kode Etik dan nilai-nilai yang beriaku

Kode Efik merupakan pedoman perilaku bagi organ, kelengkapan organ, dan
pegawai BPJS Kesehatan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang inggi, kepatuhan ferhadap peraturan perundang-
undangan, dan kesadaran adanya tanggung jawab sosial BPJE Kesehatan terhadap
pemangku kepentingan,

Perwujudan komitmen organ, kelengkapan organ, dan pegawal BPJS Kesehatan
dinyatakan dalam bentuk penyataan komitmen untuk melaksanakan Kode Etik yang
ditandatangani dan dikinikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun, Kode Etik bersifat
dinamis dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan bidang hukum,
kompleksitas operasional, noma sosial, funfutan masyarakat dan perubahan
regulasi

Internalisasi nilai-nilai crganisasi dan upaya peningkatan pemahaman terhadap Kode
Etix dilakukan melalui serangkaian strategl dan program sosialisasi.  promosi,
pendidikan dan pelatihan seara lokakarya dan diskusi mengenai Kode Etik dan
segala aspek permasalahannya. Direksl wajib memastikan bahwa semua
kelengkapan organ BPJS Kesehatan patuh dan menerapkan kode ehtik, Kode etik
diparbaharui sesual dengan perubahan lingkungan dan/atau peraturan perundangan

Kode Etik BPJS Kesshatan meliputi kode etk masing-masing organ BPJS

Kesehatan, yvailu;

1. Koda Etik Organisasi berlaku bagl anggota Dewan Pengawas dan organ
pendukung Dewan Pengawas, anggota Direksi, dan argan pendukung Direksi

2. Kode Etik Pengawasan berlaku khusus bag: anggota Dewan Pengawas

3. Kode Etik Pengelolaan beraku khusus bagi anggota Direksi

A. HKode Etik Organisasi

Kode Etik Organizsasi adalah aturan tertulis tentang penlaku yvang disusun secara
sistemnatis berdasarkan prinsip moral dan tata nilai organisasi yang wajib ditaati
cleh organ, kelengkapan organ, dan pegawai BPJS Kesshatan dalam
menjalankan fungsi, tugas, dan wewesnangnya.

Kode etik organisasi mengatur antara lain budaya kerja, perilaku anti korupsi,
suap dan gratifikasii pengelolaan benturan kepentingan; aktivitas di luar

kedinasan ; pengelolaan dan pendayagunaan asel, data, dan informasi serta
kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang beraku.
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1. Lingkup Pengaturan
a) Pnnsip atas Etika dl BPJS Kesehatan
b} Tata nilal organisasi
el Aturan perilaku di BPJS Kesehatan
d} Pelanggaran atas Kode Etik dan Konsekuensinya

2. Tujuan Kode Etik

a} Panduan perilaku bagi Dewan Pengawas, Direksi, kelengkapan organ,
dan pegawal BPJS Kesehatan dalam meiaksanakan tugasnya sesuai
dengan prinsip Tata Kelola yang Baik BPJS Kesehatan.

b} Panduan perlaku wajib dipatuhi oleh Dewan Pengawas, Direksi
kelengkapan organ, dan pegawal BPJS Kesehatan dalam membuat
keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang
tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
kesadaran adanya tanggung |jawab sosial BPJS Kesehatan terhadap
pemangku kepentingan

Ketentuan lebih lanut mengenal Kode Etik Organizasi ditetapkan melalu
Peraturan Direksi.

B. HKode Etik Pongelolaan

Adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipargunakan dan harus dilkuti
oleh Direksi sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan fungsi
penyelenggaraan jaminan kesehatan,

1. Lingkup Pengaturan
al Prnsip atas Elika dalam Pengelolaan BPJS Kesehatan
b) Tata nilal organisasi
c)  Aturan perilaku dalam pengelolaan BPJS Kesshatan
d] Pelanggaran atas Kode Etik dan Konsekuensinya

2. Tujuan kode etik pengelolaan
a) Sebagai acuan bagi anggota Direksi berkaitan dengan prinsip-prnsip
etika dalam pengelolaan BPJS Kesehatan
b Menstapkan aturan perilaku pengelclaan BPJS Kesehatan yang
diwujudkan dengan ucapan, sikap, dan perbuatan oleh anggota Direksi
guna menjaga integritas, profesional, dan independensi dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan weweanangnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik Pengelolaan ditetapkan melalul
Peraturan Direksi
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C. Kode Etik Pengawasan

Adalah seperangkat sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertuls
menyatakan apa vang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang untuk
dilakukan bagl anpgota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dalam
melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya i bidang pengawasan. Dalam
menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas perlu memegang
teguh etika yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penerapan pedoman pearilaku pengawasan dwujudkan dalam ucapan, sikap,
dan perbuatan oleh angpgota Dewan Pengawas guna menjaga integritas,
professional dan Independensi dalam melaksanakan fungsi. tugas dan

wawanangnya

1. Lingkup Pengaturan
a) Pnnsip atas Efika pengawasan
b) Tata nilai organisasi
¢l Aturan perilaku dalam pengawasan
d) Pelanggaran atas Kode Etik dan Konsekuensinya

2. Tujuan Kode Etik Pengawasan
a) Sebagal acuan bag: Anggota Dewan Pengawas berkaitan dengan
prinsip-prinsip etika dalam pengawasan pengelolaan BPJS Kesehatan.
b} Menetapkan aturan perilaku pengawasan yang diwujudkan dengan
ucapan, sikap, dan perbuatan oleh Anggota Dewan Pengawas guna
menjaga integritas, profesional, dan independensi dalam melaksanakan
fungsi, tugas, dan wewenangnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Elik Pengawasan ditelapkan melalui
Feraturan Dewan Pengawas.
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IX. PENUTUP

A Penllalan Penerapan Tata Kelola yang Baik

BPJS Kesehatan melakukan penilsian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik

secara periodik setiap tahun dalam bentuk:

1. Asesmen yang dilaksanakan oleh asesor independen secara berkala setiap 2
(dua) tahun. Penunjukkan asessor independen melalu proses sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BPJS Kesehatan,

2  Evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi
pengawasan internal secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Pelaksanaan
evaluasi mandin dapat dilakukan dengan pendsmpingan asesor indepanden
atau instansi pemernintah vang berkompeten di bidang Tata Kelola yang Baik.

FPengkinian Pedoman Tata Kelola BPJ3 Kesehatan

Pedoman Tala Kelola BPJS Kesshatan merupakan acuan bagi Direksi, Dewan
Pengawas, dan Pegawai dalam menyusun ketentuan teknis pelaksanaan kegiatan,
berperilaku, dan pengambilan keputusan di lingkungan BPJS Kesehatan. Pedoman
Tata Kelola yang Baik wajib dipahami ocleh seluruh personal di lingkungan BPJS
Kesshatan melalui sosializasi berkala guna membangun pemahaman, kepedulian,
dan komitmen penerapan Tata Kelola yang Baik.

Pedoman Tata kelola yang Baik wajib selalu dikinikan secara periodik sesuai

dengan kebutuhan dan perubahan organisasi, sera ketentuan perundang-
undangan mulai berlaku efekiif sejak tanggal ditetapkan olah Direksi,
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